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ABSTRAK 

Kekerasan dalam rumah tangga sampai dengan sekarang, sudah banyak 

kasus kekerasan yang terungkap dan juga masih ada kasus yang belum terungkap 

karena korban enggan melaporkan kasus tersebut. Karena kasus tersebut 

manyangkut masalah privat atau domestik yang mana jika terpublikasakan akan 

menjadi beban mental psikologi dan korban akan mendapatkan efek samping dari 

kasus tersebut, salah satunya tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat. 

Kebanyakan korban dari kasus tersebut adalah perempuan dan anak, yang tadinya 

menjadi urusan privat malah sekarang menjadi urusan publik yang mana 

seharusnya orang lain tidak perlu tau akhinya mengetahui persoalan rumah 

tangganya. Ada bebera persoaalan atau faktor yang menjadi pokok permasalahan 

dalam kekerasan rumah tangga antara lain masalah ekonomi, kecemburuan, 

minum-minuman keras dan lain sebaginya. Untuk mengungkapkan faktor-faktor 

yang melatarbelakangi mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di 

Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlidungan Perempuan dan Anak di Kabupaten 

Banyumas.  

Dalam peneltian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field 

research) untuk mendapatkan data primer dan penelitian pustaka untuk 

mendapatkan bahan-bahan hukum. Teknik pengumpulan data melalui, 

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya menggunkan analisis 

deduktif dan kualitatif.  

Hasil dari penelitiannya tentu menciptakan berbagai upaya guna pencegahan 

yang perlu dilakukan agar para pihak tidak menggunakan kekerasan dalam 

memperjuangkan perubahan maupun mempertahankan situasi yang telah mapan. 

Dalam hal semacam ini perlu adanya penyelesaian kasus yang ditempuh dalam 

kasus kekerasan dalam rumah tangga juga beragam baik melalui perceraian, 

melaporkan kepenegak hukum untuk menyelesaikan secara pidana dan 

penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi. 

 

Kata Kunci: Mediasi, KDRT, UPTD PPA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kekerasan dalam.rumah tangga sampai dengan sekarang sudah banyak 

kasus kekerasan yang sudah terungkap dan masih ada juga kasus yang belum 

terungkap karena korban enggan melaporkan kasus tersebut. Karena kasus 

tersebut manyangkut masalah privat atau domestik yang mana jika 

terpublikasakan akan menjadi beban mental psikologi bagi korban, yang mana 

akan mendapatkan efek samping dari kasus tersebut salah satunya, tidak mau 

bersosialisasi dengan masyarakat. Di dalam Undang-undang perkawinan, 

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1.menetapkan bahwa (dasar dari perkawinan 

adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).
1
 Keluarga Seharusnya 

menjadi tempat yang aman bagi para anggota keluarga untuk berlindung 

karena keluarga dibangun dari sepasang suami dan istri atas dasar ikatan tali 

perkawinan atau ikatan lahir batin antara keduaya malah bertolak belakang, 

seharusnya keluarga menjadi tempat berlindung bukan malah menjadi tempat 

pelampiyasan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korbannya 

menjadi trauma. 

Kebanyakan korban dari kasus tersebut adalah perempuan dan anak, yang 

tadinya menjadi urusan privat sekarang menjadi urusan publik yang mana 

                                                             
1
 Undang-undang Nomor 1 pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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seharusnya orang lain tidak perlu mengetahui persoalan rumah tangganya. 

Berbagai upaya pencegaha agar tidak terjadi kekerasan yang berulang-ulang, 

dalam hal ini perlu adanya penyelesaian kasus yang ditempuh dalam kasus 

kekerasan dalam rumah tangga juga beragam baik melalui perceraian, 

melaporkan kepenegak hukum untuk menyelesaikan secara pidana dan 

penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi. Berdasarkan kasus yang 

sering terjadi dimasyarakat, penelitian kali ini akan membahas mengenai 

mediasi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA 

Kabupaten Banyumas. 

Mediasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif 

atau jalur non litigasi dalam menyelesikan perkara di luar pengadilan. 

Terkadang persoalan sengketa rumah tangga dapat diselesaikan oleh kedua 

beleh pihak dan pihak ketiga sebagi penengah diantara konflik kedua belah 

pihak. Di dalam Islam, mengenal yang namanya istilah konsep mediasi untuk 

menyelesiakan masalah. Berdasarkan QS. al-Nisa/4:35 Allah Berfirman:  

نْ اھَْلِهاَ ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ  نْ اھَْلهِٖ وَحَكَمًا مِّ وَاِنْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنِهِمَا فاَبْعَثوُْا حَكَمًا مِّ

َ كَانَ عَليِْمًا خَبيِرًْ  ُ بيَْنهَمَُا ۗ اِنَّ اٰللّه ااصِْلََحًا يُّوَفِّقِ اٰللّه  

Dan jika kalian khawatir dengan adanya persengketaan diantara keduanya, 

maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam 

dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam bermaksud untuk 

mengadakan perdamean, niscaya allah kan memberikan taufik kepada 

suami istri, sesungguhnya allah mengetahui lagi maha mengenal. 

 

Berdasarkan pada firman Allah di atas bahwa mediasi dengan cara 

mempertemukan keluarga besar agar menunjuk seorang hakam, sebagai 

penengah permasalahan dalam keluarga. Mediasi diharapkan menjadi salah 
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satu alternatif atau solusi dalam penyelesaian permasalahan keluarga dalam 

mengambil keputusan. Tak lupa kedua belah pihak dapat menahan diri agar 

tidak menyakiti atau menyinggung hati orang, fokus kepada alternatif solusi, 

tidak mengungkit masa lalu, dan mengutamakan mencapai kesepakatan. 

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, 

yang dapat digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau 

litigasi, kemudian dengan berkembangnya peradaban manusia, perkembangan 

penyelesaian sengketa ada juga dengan cara di laur pengadilan atau non 

litigasi. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan satu 

keputusan yang bersifat adversarial atau perumusan yang belum mampu 

merangkul kepentingan bersama. Sehingga ada pihak yang menang dan kalah 

disatu sisi merasa puas namun disisi lain tidak puas, sehingga dapat 

menimbulkan masalah baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi 

persoalan sengketa yang lambat, memakan waktu lama, dan relatif mahal. 

Sedangkan proses penyelesaian di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan 

win-win solution melalui mekanisme kesepakatan dan musyawarah antara para 

pihak sehingga dapat menghasilkan keputusan bersama yang dapat diterima 

oleh kedua belah pihak dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin 

kerahasiaannya. Perselisihan antara para pihak karena tidak ada kewajiban 

untuk proses uji coba yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini biasa disebut dengan 
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penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR).
2
 Oleh 

karena itu, alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa 

yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan 

dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka. 

Dalam konteks mediasi formil, jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan, 

maka setiap perkara perdata akan melalui proses mediasi di pengadilan 

sebagai agenda sidang pertama, hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 1 

Tahun 2008. Mediasi akan dibantu oleh seorang mediator, baik dari hakim 

atau mediator di luar pengadilan yang bersertifikat. Dari PERMA tersebut 

terdapat perbadaan yang utama antara mediator dan hakim terletak pada 

perannya yaitu mediator tidak memiliki peran sebagai pemutus sedangkan 

hakim memiliki kewenangan memutus, sedangkan sifatnya tidak memihak 

atau netral juga wajib dimiliki oleh hakim. Adapun pihak lain selain pegawai 

pengadilan adalah siapapun yang penting punya sertifikat mediator yang 

bersertifikat MARI. Mediator memiliki kewajiban mendorong kedua belah 

pihak untuk mencari atau menyelesaikan perkara secara damai.namun, 

kewenangan mediator hanya, sebatas memfasilitasi para pihak..untuk 

berdamai. Sedangkan materi perdamaian yang akan dibantu oleh mediator 

untuk mencari kesepakatan bersama. Pada prinsipnya mediator dilarang 

mengintervensi kesepakatan yang diinginkannya selagi kesepakatan tidak 

bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, dan norma ketertiban 

                                                             
2
 Rika Lestari, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Mediasi di Pengadilan dan di Luar 

Pengadilan di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3, No. 2. hlm. 2-3. 
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umum, serta kedua belah pihak. Mediator membantu menuangkan dokuman 

perdamaian yang akan disepakati dalam akta perdamaian. 

Mediasi ini sama prinsipnya dengan mediasi yang lain yaitu mencari 

sebuah penyelesaian secara kekeluargan, adapun konflik atau sengekata rumah 

tangga perlu adanya pihak ketiga atau mediator. Prinsip utama penunjukan 

seorang mediator harus memenuhi persyaratan kapasitas pribadi dan 

persyaratan yang terkait dengan para pihak yang bersengketa. Jika persyaratan 

ini terpenuhi,  mediator dapat dengan baik melakukan mediasi. Namun apabila 

hal tersebut tidak terpenuhi maka proses mediasi akan sulit dipenuhi oleh 

pribadi itu sendiri.
3
 Jika proses mediasi dapat dikatakan gagal, maka alternatif 

terakhir adalah jalur persidangan di pengadilan atau jalur litigasi, jika proses 

mediasi berhasil sesuai uraian di atas tadi maka, mediator dan para pihak 

membuat akta perdamena yang beraktakan otentik yang nantinya akan ditanda 

tangani oleh mediator dan kedua belah pihak sebagai bukti bahwa mediator 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak tadi dinyatakan berhasil. 

Pada dasarnya salah satu prinsip pernikahan adalah mu’asyarah bi al-

ma’ruf. Sedangkan kekerasan dalam.rumah tangga (KDRT), merupakan 

bentuk pengabaian prinsip ini. Betapa rentannya sebuah pernikahan jika salah 

satu pihak mengambil tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Namun pada 

dasarnya kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan oleh ajaran agama, 

hukum Nasianal maupun konvensi PBB (perserikatan bangsa bangsa) dan 

                                                             
3
 Syahrizal Abas, Mediasi dalam Perspektif.Hukum Syaria, Hukum Adat, Hukum 

Nasional .(Jakarta: Kencana Pernadamedia Group, 2009). hlm. 70-71. 
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dapat diproses secara hukum dan pelaku seharusnya mendapatkan 

rehabilitasi.
4
  

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia 

yang mana merendahkan harkat serta derajat manusia dimuka bumi dan 

kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk 

kriminalisasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan, 

terutama terhadap perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau 

penderitaan fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga, 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Sesuai.dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang PKDRT. 

Berkenaan dengan itu, undang-undang tentang penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga menyebutkan bahwa ada beberapa tujuan penghapusan 

KDRT adalah:  

1) Mencegah segala jenis KDRT  

2)  Melindungi korban KDRT  

3)  Menindak pelaku KDRT  

4) Memelihara rumah tangga yang Rukun dan sejahtera.
5
 

 Dalam hal ini, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah 

membawa perkara kekerasan dalam rumah tangga dari wilayah privat suami-

istri ke ranah publik. Lingkup rumah tangga tidak hanya meliputi suami-istri 

tetapi lebih diperluas lagi sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 

                                                             
4
 Adip Machrus, dkk, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 

2017). hlm. 182-186. 

 5
 UU PKDRT Pasal 4 
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2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang meliputi 

tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual 

dan penelantaran dalam rumah tangga.
6
 Selama ini kekerasan terjadi karena 

kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk sebuah 

permasalahan hidup, seringkali perempuan dan anak yang sering menjadi 

korban. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat 

dilaporkan diarena pidana yang dapat diproses secara hukum. Di dalam hal ini 

para pekerja sosial berperan menolong, membantu, pemulihan korban yang 

cenderung berdampak pada psikis yang menghambat keberfungsian sosialnya, 

peran pekerja sosial yaitu melakuan pendampingan.
7
 Dalam Peraturan Nomor 

4 Tahun 2006 tentang Penyelenggara Rehabilitasi dan Kerjasama Bagi Korban 

KDRT menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan pelayanan rehabilitasi 

berupa pendampingan, penyuluhan dan bimbingan rohani. Masyarakat umum, 

pada dasarnya sudah mengetahui tentang adanya UPTD PPA di Kabupaten 

Banyumas mulai dari masyarakat perkotaan sampai ditingkat bawah atau 

pedesaan. Bahkan, kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah mencapai 

lapisan bawah tidak hanya diperkotaan saja. Berdasarkan data yang dikelurkan 

dari kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas dari tahun 2020 sampai 2021 

terdapat kenaikan kasus. 

Pada tahun 2020 telah terjadi 19 kasus kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas, mulai dari kasus 

                                                             
6
 Ludtfi, dkk, “Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Rumah Tangga, Skripsi (Madiun: 

IAIN Madufa, 2018). 
7
 Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, 

Prespektif Pekerjaan Sosial” Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol 10. No. 1 (2019). hlm. 

40-42. 
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penelantaran, kekerasan fisik/penganiayaan, psikis, seksual, kemudian kasus 

kekerasan.terhadap..anak (KTA), ada juga kasus anak yang berkonflik.dengan 

hukum,.serta.kasus kesulitan bertemu pasca perceraian, kasus perdagangan 

manusia dan kasus buruh migran, dari 19 kasus KDRT 9 kasus diantaranya 

menempuh jalur konseling, 7 kasus menempuh jalur mediasi dan 3 kasus 

lainnya sedang dalam proses hukum. Pada tahun 2020 UPTD PPA Kabupaten 

Banyumas telah menangani sebanyak 96 kasus berbasis gender dan anak. 

Sedangkan pada tahun 2021 kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah 

menangani sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 46 kasus 

KDRT. Sejumlah 24 kasus anak dan 22 kasus perempuan, 21 kasus 

diantaranya menempuh jalur konseling, 18 kasus menempuh jalur mediasi dan 

7 diantaranya sedang menempuh proses hukum. Jadi sepanjang tahun 2021 

UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah menangani 116 kasus secara 

keseluruhan. Sehingga dengan adanya kasus tersebut, dibutuhkan adanya 

pendamping untuk mengawal kasus-kasus semacam itu agar para korban 

mendapatkan keadilan dimata hukum dan pelaku kekerasan mendapatkan efek 

jera.
8
 

Maka dari itu Peran pendamping disini salah satunya adalah Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA 

yang didirikan oleh pemerintah daerah utuk melayani korban perempuan yang 

menghadapi kekerasan, diskriminasi perlindungan kasus dan masalah lainnya. 

Kepala lembaga bertanggung jawab atas tugas UPTD PPA yang 

                                                             
8
 Dokumentasi Kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas. 



9 
 

 
 

menyelenggarakan kerja pemerintah di bidang pemberdayaan perempunan dan 

perlindungan anak di tingkat Provinsi dan kabupaten /kota. UPTD PPA yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaannya atau menindak lanjuti apa yang 

menjadi aduan dari masyarakat, dengan adanya laporan atau aduan makan, 

akan mudah melakukan pendampingan dalam melakukan aktivtas teknis 

operasional pada daerah kerjanya dalam memberi pelayanan bagi perempuan 

dan anak yang mengalami perkara kekerasan, diskriminasi, proteksi khusus, 

dan perkara lainnya akan sedikit memberikan meringankan beban masyarakat 

yang menjadi korban. Bahwa perlindungan hak asasi semua warga negara, 

termasuk perempuan dan anak-anak adalah hak setiap manusia atau hak kodrat 

dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan abadi karena 

harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, serta 

dikurangi atau disita oleh siapa pun. 

Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan tugas 

pemeliharaan sebagai berikut: 

a. Pengaduan Masyarakat. 

b. Penjangkauan Korban. 

c. Menejemen Kasus. 

d. Penampunagan Sementara. 

e. Perdamaian atau Mediasi. 

f. Bantuan Terhadap Korban. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “Mediasi Terhadap 
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Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus UPTD PPA 

Kabupaten Banyumas)” 

B. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan kejelasani darii juduli dii atas,i penulisi perlui memberikani 

penegasani tentangi syarati dani batasani darii syarati yangi ada,i istilah-istilahi inii 

adalah: 

1. Mediasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi 

maupun jalur non litigasi dalam menyelesikan perkara di pengadilan 

maupun di luar pengadilan, yang mana mediator berperan penting bagi 

para pihak untuk menjadi penengan antara kedua belah pihak.
9
 

2. KDRT merupakan kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap tindakan 

terhadap seseorang terutamanya wanita, yang mengakibatkan kecederaan 

fisik, seksual, mental, atau penderitaan, dan/atau pengabaian keluarga 

termasuk perangkap untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan melawan hukum dalam keluarga.
10

 

3. UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan 

dan anak yang bertanggungjawab,.memberikan pelayanan, bantuan 

hukum, perlindungan, bagi perempuan dan anak yang terkena masalah 

kekerasan, dalam kalangan rumah tangga di Kabupaten Banyumas. 

 

 

                                                             
9
 Ketut Sudari, Mediasi Penal (Yogyakarta: UII Press, 2016). hlm. 17. 

10
 Tim Redaksi Pustaka Yustisi, Hukum Keluarga (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisi, 

2010). hlm. 354. 
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C. Rumusan Masalah  

 Berdasarkani latari belakangi masalahi dii atasi dapati dirumuskani 

permasalahani penelitiani yaitu: 

1. Bagaimanai mediasii terhadapi kasusi kekerasani dalami rumahi tanggai di 

UPTD PPA Kabupaten Banyumas ? 

2. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan yang ingin dicapai nanti setelah penelitian ini selesai adalah untuk 

mengungkap bagaimana mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah 

tangga di unit pelaksanaan teknik daerah perlidungan perempuan dan anak 

di Kabupaten Banyumas serta faktor yang melatar belakangi terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Manfaat penelitiani inii dibagii menjadii dua,i yaitui sebagaii berikut: 

a. Secarai Teoretis 

 Penelitiani inii bermanfaati untuki memperkayai pengetahuani pembaca 

dalam mengetahui jenis perilaku kekerasan dalam rumah tangga dan 

akibat hukum dari kasus perilaku kekerasan dalam rumah tangga dan 

menambah bahan pustaka bagi UIN Saefuddin Zuhri Purwokerto, 

tentang intervensi dalam kasus perilaku kekerasan dalam rumah 

tangga. 
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b. Secara Praktis 

1) Sebagaii sumbangani pemikirani untuki pemerintahi dalam 

menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Unit 

Pelaksanaan Teknik Daerah Perlidungan Perempuan dan Anak di 

Kabupaten Banyumas. 

2) Dapat memberikan edukasi bagi masyarakat, keluarga khususnya 

penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan lainnya khusunya 

dibidang mediasi dan penyelesaian konflik keluarga. 

3) Untuk tambahan pengetahuan bagi masyarakat terhadap bahaya 

kekerasan dalam rumah tangga dan akibat hukumnyai khususnyai 

dalami bidangi perkawinan. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam sebuahi penelitiani ilmiyah,i kajiani pustakai sangati pentingi 

sebagaii sumberi informasii untuki menghindarii plagiatii ataui duplikasii 

pemeriksaani untuk membantu perincian masalah. Dalam survei penulisan ini, 

para ahli berusaha mengarahkan perburuan dan eksplorasi efek samping para 

ilmuwan masa lalu yang terkait dengan konsentrat terkait intervensi dan 

PKDRT. 

Penelitian skripsi yang disusun oleh Ahmad Zarkasi. Progam studi 

Ahwal al-Syaksiyah Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Palangka Raya, yang berjudul: “Problematika Mediasi di Pengadilan 
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Agama Palangka Raya.”
11

 Dalam skripsi tersebut membahas mengenai 

impelementasi mediasi di pengadilan agama palangka raya yang sudah sesuai 

dengan peraturan yang ada.  

Persamaan pembahasan dari skripsi dari Ahmad Zarkasi sama-sama 

mengenai mediasi. Perbadaannya adalah sekripsi Ahmad Zarkasi mediasinya 

di dalam pengadilan, alias di dalam Pengadialan Agama Palangka Raya, 

sedangkan penulis mengunakan mediasi di luar pengadilan, tepatnya di UPTD 

PPA Kabupaten Banyumas. 

Dalam judul yang disusun Lilik Mufidah mengenai Masalah 

Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara sebagai Orang Tengah dalam suatu 

Sengketa Hukum Perdata (Penyidikan di Pengadilan Negeri Banjarnegara).
12

 

Dalam teori ini membahas tentang apa saja yang dipermasalahkan dengan 

pengaturan hakim analis perkara sebagai meditor.  

Persamaan membahas mengenai mediasi. Perbedaan dari skripsi yang 

saya buat, skripsi saya membahas mediasi di luar pengadilan yang mana pihak 

ketiga sebagai mediator adalah kantor UPTD PPA, sedangakan skripsi yang 

disusun oleh Lilik Mufidah mediator di dalam pengadilan yang mana 

penunjukan hakim sebagai mediator.  

Jurnal yang disusun oleh Andi Rahmah, Syamsiar Arief mengkaji 

“Syafaat Reformatorik Sebagai Pilihan Penyelesaian Tindak Pidana Perilaku 

                                                             
11

 Ahmad Zarkasih, Problematika  Mediasi Di Pengadilan Agama Palangka Raya,  Skripsi 

(Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2004). 
12

 Lilik Mufidah, “ Problematika Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara Sebagai Mediator 

Pada Sidang Keliling” (Studi Kasus Pengadilan Agama Banjarnegara), Skripsi (Purwokerto: IAIN 

Purwokerto, 2020). 
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Kasar di Rumah”. Dalam buku harian ini, pencipta meneliti variabel-variabel 

yang menyebabkan perilaku kasar di rumah. 

Persamaannya sama-sama membahas mengenai Mediasi dalam 

kekerasan dakam rumah tangga, perbedaan antara skripsi di atas sama penulis 

adalah skripsi diatas lebih ke faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam 

rumah tangga, dan cara penanggulangan melalui Mediasi. Sedangkan penulis 

lebih ke mekanisme dan tingkat keberhasilan dalam mediator. 

Jurnal selanjutnya disusun oleh Ludtfi, Jumiati, Febriana Hidayati 

mengenai ”Mediasi penal: alternatif peneyelesaian perkara kekerasan dalam 

rumah tangga.”
13

 Dalam jurnal Hukum Islam tersebut penulis lebih 

menekankan ke Mediasi menjadi alternatif dalam menyelesaikan kasus 

kekersan dalam rumah tangga. Dasar konsep mediasi diambil dari restorative 

justice karena memberikan keadilan anatara korban dan pelaku kekerasan 

dalam rumah tangga. 

Persamaan dan perbedaan dari jurnal di atas antara penulis dan 

pembuat jurnal hampir sama pemembahas mengenai mediasi dalam kekerasan 

dalam rumah tangga, penekanannya lebih ke efek jera proses dalam 

bermediasi. 

Jurnal selanjutnya mengenai ”Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Terhapad Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”.
14

 Dalam jurnal di atas 

lebih menegenai permasalah kekerasan dalam rumah tangga terhapad 

                                                             
13

 Ludtfi, dkk, Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Skripsi 

(Madura: IAIN Madura, 2018). 
14

 Agung Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Perspektif 

Pekerjaan Sosial, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Juni 2019. 
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perempuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan faktor, dampak dan 

penanganan dalam perspektif sosila.  

Berdasarkan sejumlah jurnal di atas, terdapat beberapa persamaan 

salah satunya adalah membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga. 

Sedangkan perbadaan antara jurnal dan penulis adalah jurnal lebih ke 

penanganan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penulis lebih ke 

mediasinya dalam persoalan kasus kekerasan dalam rumah tangga. 

Dengan cara ini, peneulis mencoba untuk berbicara tentang topik yang 

berhubungan dengan judul “Mediasi Terhadap Kasus Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (Studi Kasus UPTD PPA Kabupaten Banyumas)”. 

F. Sistematika Kepenulisan 

Ager lebih mudah dicermati mengenai substansi penelitian ini, maka 

bembahasan dibagi menjadi lima bab, yang berisi pokok-pokok pembahasan 

yang dapat digunakan sebagai alasan untuk memahami percakapan ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB 1 Berisi enam gambaran. Pertama, tentang latar belakang 

masalah, yaitu menggambarkan masalah yang menjadi perhatian analis. 

Kedua, definisi oprasional, adalah istilah yang digunakan dalam judul resensi 

sebagaimana diterapkan dalam resensi. Ketiga, rumusan masalah, yang 

mencakup penggambaran pernyataan tentang masalah atau pertanyaan yang 

harus dijawab. Keempat, Tujuan penelitian, menggambarkan pentingnya 

pemeriksaan pada suatu subjek. Kelima, kajian pustaka, berisi penelitian masa 

lalu yang berhubungan dengan objek pemeriksaan. Keenam, sistematika 
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penyusun, memperjelas substansi pembicaraan pemeriksaan dari bagian utama 

sampai bagian terakhir yaitu akun. 

BAB II Memuat landasan teori, yang berisi penggambaran garisi besari 

perilakui kekerasani dalami rumahi tangga,i dani uniti pelaksanai teknisi daerahi 

perlindungani perempuani dani anaki ataui UPTDi PPA.i Sesuaii PERMAi Nomori 1i 

Tahuni 2016i tentangi Dasari Hukumi Mediasii dani Kekerasani Dalami Rumahi 

Tanggai menuruti Undang-undangi Nomor.i 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani 

Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai (iUUi KDRi ),i sertai peraturani tentangi UPTDi 

PPA.  

BAB III Metodologi penelitian. peneliti melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode penelitian bab sebelumnya yaitu jenis penelitian, lokasi 

penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, metode 

pengumpulan data, metode analisis data. Semua ini dilakukan agar 

mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. 

BAB IV Berisi uraian analisis data hasil penelitian tentang faktor yang 

melatar belakangi kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA dan analisa 

terhadap mediasi PKDRT di unit pelaksana teknis daerah perlindungan 

perempuan dan anak Kabupaten Banyumas. 

BAB V Bagian akhir berisi akhir dari semua hasil penelitian, ide atau 

saran untuk membangun informasi tentang hukum atau proses mediasi  dalam 

kasus kekerasan dalam tangga  di UPTD PPA. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI TERHADAP KASUS 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UPTD PPA 

A. Mediasi  

1. Pengertian Mediasi  

Mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu mediare yang berarti 

berada ditengah. Berada ditengah juga bermakna mediator, yang mana 

mediator harus berada pada posisi yang netral dan tidak memihak dalam 

menyelesaikan perkara atau sengketa. Pada dasarnya mediasi adalah 

bentuk kegiatan yang menjembatani antara dua pihak yang bersengketa 

guna menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertikai. 

Jalur non litigasi merupakan cara menyelesaikan sengketa untuk 

memperoleh kesepakatan yang dibantukan oleh mediator sebagai pihak 

ketiga, yang memiliki keahlian dalam mengenai prosedur.yang efektif 

yang dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa baik litigasi maupun 

non-litigasi. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong bagi para 

pihak untuk mancapai kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan.
15

 

Mediasi dapat dirumuskan sebagai proses penyelesaian suatu perkara 

secara damai dengan beberapa kualitas yang melibatkan pihak ketiga yang 

netral atau mempunyai keahlian dalam bidangnya.  

Adai beberapai unsuri mediasii diantaranyai meliputi: 

a. Mediasii adalahi penyelesaiani sengketa 

                                                             
15

 Syahrizal Abas, MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum 

Nasional..., hlm. 1-2.   
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b. Mediasii melibatkani pihaki ketigai yangi netral 

c. Pihaki ketigai (mediator)i memilikii kualifikasii tertentu. 

Mediasi adalah satu lagi cara untuk menyelesaikan pertikaian, 

mediasi dilihat sebagai cara yang betul sekarang berbanding dengan cara 

lain atau masih relefan sampai sekarang.
16

 Dalam menjalankan proses 

perundingan, penyertaan pihak ketiga sangat berpengaruh sebagai 

mediator yang netral, dalam arti pihak ketiga dianggap adil, jujur dan tidak 

memihak kepada siapapun, dan bersifat netral. 

Proses penyelesaian sengketa mediasi perlu diketahui ada beberapa 

proses antara lain, tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, tahap 

akhir implementasi hasil mediasi, dari tiga tahapan mediasi tadi 

merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam 

menyelesaikan sengketa antara lain: 

1) Tahap Pramediasi 

Merupakan tahap awal bahwa dimana mediator menyusun 

sejumlah langkah dan persiapan sebelum melakukan mediasi sebelum 

benar-benar dimulai. Dalam tahap pramediasi merupakan tahap paling 

penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi 

selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah 

antara: 

a) Membangun kepercayaan diri bagi seorang mediator 

b) Meghubungi para pihak  
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 Abdurahman Konorasa, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di 

Pengadilan (Depok : Rajawali Pers, 2017). hlm. 50. 
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c) Menggali dan memeberikan informasi awal mediasi 

d) Fokus pada masa depan 

e) Mengoordinasikan pihak terkait 

f) Mewaspadi perbedaan budaya  

g) Menentukan sapa aja yang hadir 

h) Menuntukan tujuan dalam pertemuan 

i) Kesepakatan waktu dan tempat 

j) Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak 

k) Tahap Pelaksanaan Mediasi 

Tahap Pelaksanaan Mediasi Merupakan tahap dimana mediasi 

sudah menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan untuk bertemu dan 

berhadapan satu sama lain untuk melakukan prosesi mediasi. Di dalam 

tahap pelaksanaan mediasi ada beberapa langkah yang harus dipenuhi 

salah satunya adalah: 

a) Sambutan pendahuluan mediator  

b) Presentasi dan menjelaskan duduk perkara para pihak 

c) Mengurutkan dan menjernihkan permasalah yang sedang dialami 

para pihak 

d) Berdiskusi dan negosiasi permasalahan yang disepakati 

e) Memberikan opsi-opsi masukan kepada para pihak 

f) Menentukan butir kesepakatan dan merumuskan sebuah 

kesepakatan bersama 

g) Mencatat atau menulis hasil kesepakatan bersama 
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h) Penutupi mediasi. 

i) Tahapi Akhiri Implementasii Hasili Mediasi 

Tahapi inii merupakani tahapi dimanai parai pihaki menjalankani 

hasili kesepakatani bersamai yangi merekai tuangkani dalami sebuahi aktai 

perjanjiani secarai tertulis,i darii kesepakatani yangi merakai buati harusi 

komitmen dengan hasil kesepakatan pada waktu mediasi. Umumnya 

dalam pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, 

jika ada orang lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian 

tertulis harus mendapatkan sepertujuan kedua belah pihak.
17

 

Sedangkan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa 

tahapan mediasi ada enam anatara lain: 

a. Bagian kesatu, penyerahan resume perkara dan jangka waktu 

proses mediasi, sesuai pasal 24 ayat (1), (2) (3), dan (4). 

b. Bagian kedua, Ruang lingkup materi pertemuan mediasi, sesuai 

pasal 25 ayat (1) dan (2). 

c. Bagian ketiga, keterlibaan ahli dan tokoh masyaratkat, sesuai pasal 

26 ayat (1) dan (2). 

d. Bagian keempat, mediasi mencapai kesepakatan, sesuai pasal 27 

ayat (1) sampai dengan ayat (6) dan pasal 28 ayat (1) sampai 

dengan ayat (5). 
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e. Bagian kelima, kesepakatan sebagian, sesuai pasal 29 ayat (1) 

samapi dengan ayat (6), pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (4), 

dan pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4). 

f. Bagian keenam, mediasi tidak berhasil atau tidak dapat 

dilaksanakan, sesuai pasal 32 ayat (1) sampai dengan (3).
18

 

Dari beberapa tahapan mediasi tadi, perlu dipahami bahwa proses 

mediasi tak semudah apa yang dibayangkan, maka perlu memahami 

mengenai beberapa proses tahapan bagi para mediator supaya mencapai 

tujuan yang dikehendaki bagi para pihak yang bersengketa untuk mencapai 

kesepakata apa yang diinginkan oleh para pihak. 

2. Pengertian Mediator 

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu para pihak dalam 

menyelesaikan pertikaian. Seorang mediator tidak boleh mengintervensi 

atau campur tangan dalam membuat atau mengambil keputusan, kerana 

pada dasarnya fungsi mediator adalah menjembatani pertemuani parai pihaki 

untuki melakukani negosiasi,i menawarkani alternatifi solusi,i dani secarai 

bersama-samai parai pihaki merumuskani kesepakatani penyelesaiani sengketa. 

Keberadaan seorang mediator mestilah mempunyai banyak 

keperluan dan kemahiran untuk membantunya dalam melaksanakan 

mediasinya. Memandangkan peranan mediasi akan menentukan kejayaan 

dalam melaksanakan proses penyelesaian pertikaian, keperluan dan 

kelayakan tertentu mesti dipenuhi. Ada dua syarat antara lain sisi internal 
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dan eksternal adalah berkaitan dengan kompetensi peribadi mediator itu 

sendiri dalam melaksanakan misinya mengintegrasikan dan mengawal 

proses mediasi sehingga timbul dari pada persetujuan yang diperlukan. 

Sekarang, dari luar, ia berkaitan dengan keperluan rasmi.  Ini bermakna 

mematuhi undang-undang dan peraturan di Indonesia, yang mengatur 

banyak syarat untuk perunding, termasuk Peraturan Pemerintah 

Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga 

Penyelesaian Sengketa Linkungan Hidup di luar pengadilan. Hali semacami 

itui yangi harusi dimilikii mediatori dalami hubungannyai dengani sengketai 

yangi ditangani. 

Keperluan lain yang harus dimiliki oleh mediator atas kapasitinya 

sendiri ialah memberikan jawaban yang baik kepada setiap kenyataan 

kepada pihak-pihak, walaupun kenyataan itu tidak dipersetujui. Mediator 

dalam mediasi antara pihak-pihak dipertikaikan oleh pihak kepada pihak 

yang sama, tetapi bersikap netral dalam melaksanakan proses mediasi. 

Mediator mesti menunjukkan rasa empati kepada kedua-dua belah pihak, 

dia mempunyai akal untuk menjaga masalah kedua-dua belah pihak. 

Mediator bukanlah hakim yang boleh membuat keputusan berdasarkan 

fakta undang-undang. Namun, sifatnya yang menjadi orang tengah di 

tengah-tengah masalah antara dua pihak. Selain itu, kemahiran mediasi 
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juga mestilah baik, jelas, langsung, teratur, dan difahami oleh pihak dalam 

bahasa yang mudah tanpa berpanjangan.
19

 

Penyelesaian memang sulit dilakukan namun bukan berarti tidak 

dapat diselesaikan asal ada kemauan dan itikad baik dari para pihak untuk 

berdamai. Ketikai menyelesaikani sengketai mediatori harus: 

a. Fokusi padai persoalan,i bukani terhadapi kesalahani orangi lain 

b. Mengertii dani menghormatii terhadapi perbedaani pandangai antarai keduai 

belahi pihaki yangi bersengketa 

c. Memilikii keinginani untuki berbagaii dani merasakan 

d. Bekerjai samai dalami menyelesaikani masalahi untuki mancapaii tujuani 

yangi disepakati.
20

 

Seorang mediator harus memiliki kualifikasi tertentu, yang 

diantaranya ketokohan, kepemimpinan, keilmuan, kejujuran, keadilan, dan 

memiliki sertifikasi MARI yang dikeluarkan olehi Mahkamahi Agungi 

Republiki Indonesiai dani lembagai laini yangi telahi terakreditasii olehi 

Mahkamahi Agungi yangi menyatakani telahi mengikutii pelatihani mediasii 

dani dinyatakani lulusi sertifikasii mediasi.
21

 Dengan adanya sertifikasi 

mediasi oleh MARI atau lembaga yang terakreditasi pada dasarnya 

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas mediator dalam melakukan 

medasi. 
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Mediator bersertifikasi MARI atau lembaga yang terakreditasi oleh 

MARI maka perlunya melakukan manufer dalam melakukan mediasi atau 

ketrampilan dalam bermediasi. Dalam menjalankan mediasi, mediator 

diberikan kebebasan untuk mendorong para pihak untuk bersungguh-

sungguh melukan kesepakatan guna mengakhiri sebuah persengketaan. 

Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan dalam melakukan mediasi 

salah satunya yaitu dengan metode kaukus. Di dalam perma pasal 9 ayat 1 

perma memberikan kesempatan bagi mediator untuk melakukan kaukus, 

kaukus adalah pertembuan anata mediator dengan salah sutu pihak tanpa 

dihadiri oleh pihak lain.
22

 Keputusan malukan metode kaukus dalam 

melakukan mediasi berada ditangan seorang mediator. 

3. Jenis Perkara yang Masuk Ranah Mediasi 

Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa semua sengketa 

perdata diajukan ke pengadilan, termasuk kasus bantahan verzet terhadap 

putusan verstek dan bantahan dari pihak berperkara partij verzet dan pihak 

lain terhadap pelaksanaan putusan yang mengandung kekuatan hukum 

harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi, kecuali yang 

ditentukan oleh konstitusi. mengenai peraturan Mahkamah Agung ini. 

Pada masa ini, pertikaian dikecualikan daripada kewajipan untuk 

diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
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a. Sengketai yangi pemeriksaannyai dipersidangani ditentukani tenggangi 

waktui penyelesaiannyai melaluii anatarai lain: 

1. Sengketai yangi diselesaikani melaluii proseduri Pengadilani Niaga. 

2. Sengketai yangi diselesaikani melaluii proseduri Hubungani Industri. 

3. Keberatani atasi putusani Komisii Pengawasi Persaingani Usaha. 

4. Keberatani atasi putusani Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumen. 

5. Permohonani pembatalani putusani arbitrase. 

6. Keberatani atasi putusani Komisii Informasi. 

7. Penyelesaiani perselisisani pertaii politik. 

8. Sengketai yangi diselesaiakni melaluii tatai carai gugatani sederhana,i 

dan; 

9. Sengetai laini yangi pemeriksaannyai dipersidangani ditentukani 

tenggangi waktui penyelesaiannyai dalami ketentuani peraturani 

undang-undang. 

b. Sengketai yangi pemeriksaannyai dilakukani tanpai hadirnyai penggugati 

ataui tergugati yangi telahi dipanggili secarai patut.i  

c. Gugatani baliki (rekonvensi)i dani maksudnyai pihaki ketigai dalami suatui 

perkarai (intervensi). 

d. Sengketai mengenaii pencegahan,i penolakan,i pembatalani dani 

pengesahani perkawinan. 

e. Sengketai yangi diajukani kei pengadilani setelahi dilakukani peneyelesaaini 

dii luari pengadialani melaluii mediasii dengani bantuani mediatori 

bersertifikati yangi telahi terdaftari dii pengadilani setempati tetapii 
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dinyatakani tidaki berhasili berdasarkani pernyataani yangi ditandai tanganii 

olehi parai pihaki dani mediatori bersertifikat.
23

 

Konfliki ataui sengketai yangi terjadii antarai manusiai cukupi luasi 

dimensii dani ruangi waktunya,i medisii sebagaii salahi satui bentuki peyelesaiani 

sengketa yang memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau 

perdata, sengket perdata salah satunya keluarga, kekayaan, kontrak, 

perbankan, bisnis, hibah, wakaf, waris, sedekah, wasiat, ekonomi Islam, 

lingkungan hidup dan berbagai penyelesaian sengketa yang dapat di 

selesaikan dengan jalur medisai. 

4. Dasar Hukum Mediasi 

Menurut Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan 

penyelesaian sengketa lain yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 10 

“alternatif penyelesaian sengketa atau berbada pendapat melalui prosedur 

yang sudah disepakati di luar pengadilan dengancara, mediasi, konsultasi, 

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilain ahli.”
24

 Dengan adanya pasal 

terkait, nampaki jelasi bahwa,i mediasii adalahi salahi satui lembagai 

penyelesaiani sengketai beradai dii luari pengadilan, maka dari itu undang-

undang terkait menjadi dasar hukum di luar pengadilan. Namun, 

munculnya Perma No. 1 Tahun 2016 maka konsep dasar tentunya 

mengalami perubahan. 

                                                             
23

i PERMAi Nomori 1i Tahuni 2016i tentangi Proseduri Mediasii dii Pengadilan,i pasali 4i ayati 

(1)i dani (2). 
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Di dalami Peraturani Mahkamahi Agungi Nomori 1i Tahuni 2016,i telahi 

ditetepkani mengenaii proseduri mediasii dii pengadilani memuati mengenaii 

proseduri mediasi, kewenangan mediator, tahapan dan waktu mediator di 

dalam pengadilan. Maka dari itu munculnya perma terkait, menjadi dasar 

hukum mediasi di dalam pengadilan. 

Adapun hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator di luar 

pengadilan, biasanya atau sering untuk mendapatkan perjanjian damai 

formal atau perjanjian, istilah mediasi di Indonesia telah digunakan sejak 

diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase 

dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang ini boleh dikatakan 

sebagai permulaan pengenalan pengiklanan di Indonesia.  

Terdapat perbedaan corak dalam mediasi di dalam maupun diluar 

pengadilan, adapun berbadaanya kalo mediasi di luar pengadilan sifatnya 

pilihan yaitu para pihak bolem memilih lembaga penyelesaian sengketa 

yang mana dapat dipercaya sebagai lembaga atau institusi penyelesaian 

sengketa yang berstandar MARI yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. 

Sedangkan mediasi di dalam pengadilan wajib untuk dilaksanakan 

terhadap semua prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, sesuai 

dengan pasal 3 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016.
25

 

Jadi dapat disimpilkan bahwa dasar hukum mengenai mediasi 

sudah termaktub dalami PERMAi Nomori 1i Tahuni 2016i tentangi proseduri 

mediasii dii pengadilani sebagaii dasari hukumi mediasii dii pengadilan.i Maka,i 
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perkembangani yang terjadi dalam konsep mediasi di Indonesia terdapatnya 

institusi mediasi di luar pengadilan yang termaktub dalam Pasali 1i ayati 10i 

UUi Nomori 30i Tahuni 1999i tentangi Arbitrasei dani Alternatifi Penyelesaiani 

Sengketa,i “alternatifi penyelesaiani sengketai adalahi lembagai penyelesaiani 

sengketai melaluii proseduri yangi disepakatii olehi parai pihak,i yaitui 

penyelesaiani sengketai dii luari pengadilani dengani carai konsultasi,i 

negosiasi,i konsultasi,i penilaiani ahli. 

5. Perbadaan Mediasi Non Litigasi dan Litigasi 

Litigasi dalam bahasa Inggris dipanggil litigate, yang bermaksud 

litigasi bermaksud pertikaian melalui mahkamah. Walau bagaimanapun, di 

samping selain penyelesaian sengketa secara litigasi, terdapat juga 

penyelesaian pertikaian di luar mahkamah (non-litigation). Secara 

umumnya, terdapat dua jenis mediasi, seperti mediasi bukan litigasi (di 

luar mahkamah) dan litigasi (di mahkamah): 

a. Mediasi di Luar Pengadilan (non litigasi) 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 termaktuk pada pasal 6 

dani PPi Nomori 54i Tahuni 2000i merupakani landasani yuridisi bagii 

penyelenggaraani mediasii dii luari pengadilani undang-undangi Nomori 30i 

Tahuni 1999i merupakani penyelesaiani perkarai dii luari pengadilani 

dengani carai arbitrasei ataui sebuahi alternatifi penyelesaiani sengketa 

melalui konsultasi, negosisasi, fasilitasi, mediasi atau penilain ahli. Di 
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dalam pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 menjadi dasar hukum bagi 

penyelesaian mediasi di luar pengadilan.
26

 

Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, yang berarti 

perselisihan antara para pihak yang belum diajukan ke pengadilan. 

Dalam situasi ini terdapat dua kemungkinan, yang pertama mungkin, 

pihak yang bersengketa cuba mencari penyelesaian yang boleh 

diterima baik oleh pihak sebagai langkah awal. Kemungkinan yang 

kedua, jika para pihak tidak mencapai kata sepakat, maka pertikaian 

boleh diselesaikan melalui mahkamah dan di luar mahkamah.   

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 merekomendasikan 

perdamaian dilakukan di luar pengadilan, apabila ada pihak yang 

bersengketa di luar pengadilan bisa mencapai perdamaian dengan dan 

tanpa bantuan mediator bisa mengajukan klausul perdamaian yang 

mereka buat bisa dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh pengadilan 

dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan. Di dalam isi gugatan 

yang diajukan harus dilampirkan kesepakatan perdamaian antara yang 

mereka buat di luar pengadialan, aturan itu termaktub dalam Pasal  36 

ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Pengajuani gugatani 

sebagaimanai dimaksudi padai ayati (1)i harusi dii lampirii dengani 

kesepakatani perdameani dani dokumeni sebagaii alati buktii yangi 

menunjukani hubungani hukumi parai pihaki dangani objeki sengketa). 

Di dalam mediasi di luar pengadilan memiliki dua proses yaitu: 
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1) Prosesi definisi,i yangi manai mediatori memberikani kepadai parai 

pihaki untuki menyampaikani permasalahannyai apai yangi sedangi 

dihadapii dani apai yangi ingini diharapkani dalami menyelesaikani 

sengketai antarai keduai belahi pihak.i Darii sinii mediatori dapati 

mendefinisikani permasalahani yangi sedangi dihadapii parai pihaki 

yangi bersengketa. 

2) Prosesi penyelesaiani masalah,i setelahi parai pihaki menjelaskani 

permasalahannyai dengani dibantui mediator,i makai parai pihaki dapati 

melakukani tawar-menawari untuki menemukani titiki temui antarai 

keduai belahi pihaki untuki mencapaii kesepakatan.
27

 

 Setelah dalam melakukan proses mediasi ini telah mencapai 

kesepakatan, maka mediator untuk segera membuatkan draf 

kesepakatan yang ditanda tangani oleh semua pihak secara tertulis dan 

jika tidak ada perubahan maka mediator pun wajib membuat akta 

perdamean untuk dibuatkan akta otentik, sebagai bukti bahwa kedua 

belah pihak telah melakukan kesepakatan. Apa bila tidak berhasil 

dalam melakukan mediasi maka jalan terkhir yaitu melalu jalur litigasi 

atau di dalam pengadilan, yang akan diuraikan selanjutnya. 

b. Mediasi di Dalam Pengadilan (litigasi) 

Penyelesaian sengketa secara litigasi berarti penyelesaian 

melalui lembaga peradilan, dan apabila corak persengketaan 

merupakan persengketaan dalam perkara perdata, pokok-pokok, dan 
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tata cara sengketa perdata secara umum telah dijelaskan sebelumnya. 

Namun, selain penyelesaian sengketa secara litigasi, ADR juga dikenal 

sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang baru saja 

diuraikan. Selanjutnya pembahasan mengenai jalur litigasi atau jalur 

hukum yang ditempuh melalui jalur pengadilan. 

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan sebuah 

peraturan yang membahas mengenai sebuah prosedur mediasi di 

pengadilan dengan menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang 

pada umumnya Perma ini sebagai penyempurna dari peraturan-

peratuan tentang ketentuan dan prosedur mediasi sebelumnya. Secara 

keseluruhan dalam Perma tersebut membahas mengenai peraturan, tata 

kelola, serta pengertian-pengertian baru mengenai proses dan prosedur 

mediasi di dalam pengadilan. Hal yang baru dalam Perma ini adalah 

mengenai iktikad baik bagi yang menjadi parameter bagi mediator 

apakah mediasi bisa dilanjutkan atau tidak. Seandainya apa bila 

penggugat tidak beritikad baik maka biaya perkara dan pembiyaan 

mediasi akan ditanggunag oleh penggugat.
28

 

Berdasarkan penjabaran tadi terdapat perbadaan yang 

signifikan antara mediasi di luar pengadilan dengan mediasi di 

pengadilan. Kalau mediasi di luar pengadilan sifatnya pilihan. 

Maksudnya, para pihak berhak untuk memilih lembaga penyelesaian 

sengketa yang mana dipercaya untuk dipakai sebagai lembaga institusi 
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menyelesaikan sengketa. Sedangkan mediasi di dalam pengadilan 

wajib untuk dilaksanakan terhadap aturan yang telah berlaku sesuai 

pasal yang sudah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

kewajiban pelaksanan mediasi yang masuk untuk diselesaikan di 

pengadilan. Dilihat dari pasal yang diberlakukan atau yang menjadi 

dasar dalam mediasi sudah jelas berbada, mediasi.di luar pengadilan 

mengunakan Pasal 1 ayat 10  Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sedangkan 

mediasi di pengadilan menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2016.
29

 

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi 

seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya rumah tangga 

menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan akibar terjadinya kekerasan 

rumah tangga. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) bahwa kekerasan 

dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap kekerasan terutama 

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perempasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 

tangga sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-undang PKDRT. Sedangkan secara 
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yuridis arti kekerasan sendiri adalah membuat orang pingsa atau tidak 

berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (sesuai dengan  pasal 

89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dalam undang-undang ini, ada 

empat bentuk kekerasan dalam yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan 

penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan ekonomi.
30

 

Kemudian pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan menetapkan (perkawinan didasarkan pada adanya 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 

istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga bahagia dan kekal 

berdasarkan satu Ketuhanan). Dari sudut pandang ini, keluarga harus 

menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarga karena keluarga 

didasarkan pada hubungan perkawinan atau hubungan internal dan 

eksternal antara keduanya. Disisi lain, Pasal 33 UU Perkawinan 

menyatakan bahwa (suami-istri wajib saling mengasihi, menghormati, 

menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin). Isu 

kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang perkawinan hanya 

menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Seperti halnya yang 

diatur dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan dan pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pelaksana Undang-undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

Upaya memasukkan KDRT ke dalam peraturan perundang-

undangan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
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Penghapusan Kasus KDRT, dari sisi hukum, sejalan dengan tujuan 

Pancasila dan persyaratan konstitusional masyarakat. UUD 1945 untuk 

menghapuskan semua kasus kekerasan di Indonesia khususnya kekerasan 

dalam rumah tangga, karena menurut cita-cita bangsa, keluarga yang 

kokoh merupakan pondasi terpenting bagi pembangunan sumber daya 

manusia. Tingkat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang 

diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Pemerintah.
31

 

Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus kejahatan 

yang berbada dengan kejahatan yang lainya pada umumnya. Mengapa 

demikian, karena korban dari kasus kekerasan dalam rumah tanggga 

adalah hubungan dekat baik secara kekerabatan maupun emosional. 

Kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, ternyata kekerasan 

dapat terjadi di dalam rumah diantara orang-orang yang seharusnya 

menjadi tempat saling berbagi dan berlindung ternyata justru menjadi 

sumber penyebab terjadinya penderitaan. Kebanyak korban dalam kasus 

kekerasa dalam rumah tangga, adalah kaum hawa atau perempuan yang 

dianggap.sebagai kaum yang lemah, dan kebanyakan perempuan lebih 

banyak cenderung membisu, karena menyangkut konflik yang bersifat 

privat atau domestic.
32
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Di dalam undang-undang. kekerasan dalam rumah tangga, 

menyebutkan ada beberapa tujuan penyebutkan antar lain : 

a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga 

b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga 

c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga 

d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 

Kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar menjadi pemicu 

terjadinya perceraian antara pasangan suami dan istri. Konflik semacam 

ini menjadi konflik yang universal yang dihadapi oleh semua negara di 

dunia karena bisa menimpa rumah tangga siapapun juga tanpa memandang 

perbedaan budaya salah satunya Indonesia.
33

 

Dari uraian di atas mengenai kekerasan dalam rumah tangga bahwa 

tidak sama sekali dibenarkan, karena efek yang timbulkan lebih banyak 

mudorotnya dari pada manfaatnya. 

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi 

Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi Tangga,i termasuki kekerasani fisik,i 

kekerasani mental,i kekerasani seksuali dani pengabaiani keluarga.
34

 Setiap 

orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara 

apapun, adapun penjelasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam 

rumah tangga anatar lain: 
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a) Kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2004 bahwa: 

“Kekerasan fisik merupakan perbutan yang mengakibatkan rasa sakit, 

jatuh sakit, atau luka berat”. 

Adapun yang di maksud dengan kekerasan fisik dapat diartikan 

sebagai sakit, cidera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang. Dengan 

kata lain kondisi seseorang mengalami penderitan samapai tidak 

berdaya. 

b) Kemudian yang dimaksud dengan kekerasan psikis di dalam Pasal 7 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 meyatakan bahwa: 

“Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan 

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampua untuk 

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berapt pada 

seseorang”. 

Adapun perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kekerasan 

psikis adalah menghina, mengancam, menakut-nakuti sebagai sarana 

untuk memeksakan kehendak, atau mengisolasi istri dari dunia luar. 

Untuk mangatasi kasus semacam ini emang sulit maka, perlu adanya 

pembuktian atau terobosan dengan cara mengajukan visum psikiatrium 

yang dilakukan oleh mereka yang sesuai dibidangnya. 

c) Kemudian yang selanjutnya mengenai kekerasan seksual yang 

termaktub di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 

bahwa: 
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1. Pemaksaan hubungan seksual yang di lakukan terhadap orang yang 

menetap dalam rumah tangga. 

2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam 

lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 

komersil dan/atau tujuan tertentu. 

Di dalam pasal 8 tentang kekerasan seksual bahwa kekerasan 

seksula meliputi pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, 

pemaksaani hubungani seksuali dengani orangi laini untuki tujuani 

komersilali dani ataui tujuani tertentu,i perusakani organi reproduksii 

perempuan.i Itui kurangi lebihi bentuki kekerasan seksual. 

d) Yang terakhir mengenai penelantaran rumah tangga pada Pasal 9 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa: 

a. Setiapii orangii dilarangii menelantarkanii orangii dalamii lingkupii rumahii 

tangganyaii padahalii menurutii hukumii yangii berlakuii baginyaii atauii 

karenaii persetujuanii atauii perjanjianii iaii wajibii memberikanii 

kehidupan,ii perawatan,ii atauii pemeliharaanii kapadaii orangii tersebut. 

b. Penelantaranii sebagaimanaii padaii ayatii 1ii jugaii diberlakuanii bagiii 

setiapii orangii yangii mengakibatkanii ketergantunganii ekonomiii 

denganii caraii membatasiii dan/atauii melarangii untukii bekerjaii yangii 

layakii diii dalamii atauii diii luarii rumahii sehinggaii korbanii beradaii diii 

bawahii kendaliii orangii tersebut.ii Dariii definisiii tentangi penelantarani 

rumahi tanggai adapun contohnya anatara lain tidak memberikan 

nafkah kepada istri, membiarkan istri bekerja, sedangkan 
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penghasilannya dikasihkan kepada suami, bahkan memanfaatkan 

ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengkontrol 

kebutuhannya.
35

 

Berdasarkan dari definisi bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga di atas, bahwa undang-undang kekerasan dalam rumah tangga 

berusaha untuk melindungi korbannya yang diatur sementara oleh 

KUHPidana, hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditujukan 

untuk menangani terdakwa kasusu kekerasan dalam rumah tangga 

sehingga ketentuannyapun menitik beratkan pada kepentingan terdakwa. 

Dari uraian di atas mengenai macam-macam kekerasan rumah 

tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa seharusnya keluarga 

menjadi tempat yang aman bagi para anggota keluarga dan seharusnya, 

suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam 

kehidupan berumah tangga bukan malah menjadi keadaan yang membuat 

timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.  

3. Dasar Hukum dan Akibat Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

Sesuai perundang-undangan yang ada, bahwa dasar hukum dalam 

kasus kekerasan dalam rumah tangga mangacu pada Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana perlindungan dalam hal ini, 

segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban 
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yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun 

berdasarkan penetapan pengadilan. Maka dari itu, Undang-undang 

kekerasan dalam rumah tangga Nomor 23 Tahun 2004 menjadi dasar 

hukum bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai 

mana mestinya. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, terdapat dua 

jenis sanksi alternatif dari kasus kekerasan dalam rumah tangga 

diantaranya yaitu pidana penjara dan denda, dari dua sanksi ini dapat 

dilihat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 44 

sampai dengan pasal 49, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan 

fisik pada pasal 6 (enam), bahwa: 

a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik di dalam 

lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 

huruf a dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda 

paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta). 

b) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan korban sakit atau luka berat, maka korban dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling 

banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga pluh juta rupiah). 

c) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengakibatkan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana 
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penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak 

Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 

d) Jika suami melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) terhadap istrinya dan sebaliknya dan tidak 

mengakibatkan penyakit atau kehilangan kemampuannya untuk 

melaksanakan tugas-tugas resmi, nafkah atau kegiatan sehari-hari, 

diancam dengan pidana penjara. paling lama 4 (empat) bulan dan 

denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

2) Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan 

psikis pada pasal 7 (tujuh), bahwa: 

a) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (b), setiap orang yang 

melakukan kekerasan psikis dalam keluarga dipidana dengan 

pidana penjara paling lama tiga (tiga) tahun atau denda paling 

banyak Rp. 9.00.000,00 (sembilan juta rupiah). 

b) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

kedua pasangan dan sebaliknya dan tidak mengakibatkan sakit atau 

kehilangan pekerjaan, kedudukan atau mata pencaharian atau 

kegiatan sehari-hari, orang tersebut dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 

3. 000,000.00 (tiga juta rupiah). 
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3) Pasal 8 (delapan) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 46 

tentang Kekerasan Seksual: 

“Orang yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua 

belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.00 (tiga puluh 

enam juta rupiah). 

Dalam pasal tersebut menentukan sanksi pidana penjara atau denda 

terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan yang 

dimaksud kekerasan seksual sesuai pasal 8 huruf (a).  

4) Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan  

pada pasal 6 (enam), bahwa: 

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah 

tangganya melakukan hubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 

huruf (b) dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 

pidana penjara paling lama 16 (lima belas) tahun atau denda paling 

sedikit Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dan denda paling 

banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).” 

Dalam pasal tersebut menentukan Sanksi pidana terhadap tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa pemaksaan hubungan 

seksual dengan seseorang dalam keluarga untuk tujuan komersial atau 

untuk tujuan tertentu. 
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5) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan: 

“Paling sedikit 4 (empat) minggu berturut-turut atau 1 (satu) tahun 

tidak berturut-turut jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban dirugikan sama sekali tidak ada 

harapan untuk sembuh. Partisipasi, aborsi atau kematian janin dalam 

kandungan, atau menyebabkan alat reproduksi tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

5 (lima) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling 

sedikit Rp25.000.000,00 (25 juta rupiah) dan paling banyak Rp25 juta. 

denda sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).” 

Pada pasal 48 mengancam sanksi pidana penjara dan denda 

terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 46 dan pasal 47. 

Adapun untuk sanksi pidananya lebih berat dibandingkan dengan yang 

diancam pada pasal 46 dan pasal 47. 

6) Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

penelantaran rumah tangga menyatakan bahwa: 

“Dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 

banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:” 

a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 

sebagimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1). 

b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasa pasal 9 ayat 

(2).   
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Pada pasal 49 mengancam sanksi pidana dan denda 

terhadap orang yang melakukan menelantarankan orang lain dalam 

rumah tangganya.
36

 

Jadi setiap perbutan yang melanggar hukum akan mendapatkan 

ganjaran yang setimpal demi mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa 

yang telah diperbuat dimuka hukum.   

4. Hak-hak Perempuan 

Istilah perempuan ada yang mengaitkan dengan kebangkitan kaum 

hawa, dengan sebutan eman sipasi wanita. Sejak zaman dahulu kedudukan 

perempuan mengalami diskriminasi oleh kaum adam, masyarakat, bahkan 

keluarga. Dengan adanya jaminan pada pasal 1 Deklarasi Univeral Hak 

Asasi Manusia (DUHAM), hak perempuan sebagaimana hak laki-laki 

antara lain sebagai berikut:
37

 

a. Hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan secara pribadi. 

b. Bebas dari perilaku penyiksaan yang kejam. 

c. Bebas dari perbuatan tak berperikemanusiaan. 

d. Bebas dari tindakan yang merendahkan harkat, martabat dan derajat 

manusia. 

e. Bebas dari serangan atas menjatuhkan kehormatan dan nama baik. 

f. Mempunyai hak yang sama dimata hukum dari semua tindak kejahatan. 
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Perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan 

merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia. Mencegas perbuatan 

kekerasan dalam perempuan berarti berbicara mengenai penegakan HAM. 

Hak perempuan khusunya di dalam rumah tangga juga memiliki andil 

terhadap kehidupan, kebebasan, dan keadilan yang sama seperti halnya 

laki-laki. 

 

C. Definisi UPTD PPA 

1. Pengertian UPTD PPA 

Setiap orang termasuki perempuani dani anaki berhaki untuki 

mendapatkani perlindungani darii yang namanya penyiksan, perilaku yang 

merendahkan harkat dan martabat serta derajat manusia dari yang 

namanya pelanggarani haki asasii manusia.i Perempuani dani anaki dianggapi 

sebagaii kelompoki yangi rentani dengan yang namanya permasalahan yang 

melanggar hak asasi manusia, maka dari uraian singkat tadi melaluli 

PERMEN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia. Maka perlunya dibentuk 

mengenai tugas,i fungsi,i dani mekanismei tentangi pedomani kerjai darii uniti 

pelaksanai teknisi daerahi perlindungani perempuani dani anak atau disingkat 

dengan nama UPTD PPA.   

Dari uraian singkat tadi bahwa unit pelayanan teknis daerah 

perlindungan perempuan dan anak adalah Unit pelaksana teknis daerah 

yang dibentuk oleh pemerintah daerah memberikan pelayanan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, 
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perlindungan khusus dan masalah lainnya. Anak-anak yang terlibat adalah 

anak-anak di bawah usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam 

kandungan. Perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara, 

termasuk perempuan dan anak, merupakan hak setiap manusia, atau hak 

kodrat fundamental yang melekat pada diri manusia, yang bersifat 

universal dan abadi karena harus dilindungi, dihormati, dijunjung tinggi, 

harus dilindungi, tidak boleh diremehkan, dan dikurangi atau disita oleh 

siapapun. Walaupun ada jaminan perundang-undangan, tapi kasus 

kekerasa terhadap perempuan dan anak bukannya semakin menurun malah 

semakin bertambah. Karena kasus semacam itu seperti fenomena gunung 

es maksudnya apa, maksudnya adalah kasus-kasus yang dilaporkan kepada 

otoritas perlindungan perempuan dan anak hanaya mewakili sebagian kecil 

dari kasus yang sebenarnya. Perlu ditekankan maksud fenomena gunung 

es mengandung arti permasalahan yang muncul ke permukaan hanya 

ujungnya saja padahal sebenarnya kasus yang terpendam dibawah masih 

banyak dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. 

Ada beberapa dampak yang diterima baik secara langsung maupun 

tidak langsung bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan 

diantaranya mengalamii penderitaani fisik,i sosial,i spiritual,i psikisi karenai 

banyaki korbani diancami ataui diintimidasii dani mengalamii traumai 

berkepanjangani sertai tidaki maui bersosialisasii dengani masyarakat,i 

mengalamii kekerasani seksual,i dani penelantaran,i lukai ringani dani berat,i 

kehilangani fungsii reproduksi,i kehilangani ingatan,i kehilangani kepercayaani 
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diri,i kehilangani anggotai badan. Dari uraian tadi, dari pemerintah perlu 

adanya pemulihan korban, yang mana telah termaktub di dalam Peraturan 

Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggara dan kerjasama pemulihan 

korban kekerasan dalam rumah tangga di dalam Pasal 4 telah diatur bahwa 

korban berhak mendapatkan layanan pemulihan dalam bentuk 

pendampingan, konseling, dan bimbingan rohani. 

 Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahuni 2014i tentangi 

perubahani Undang-undangi Nomori 23i Tahuni 2002i tentangi perlindungani 

anak.i Dii dalami Pasali 59Ai jugai sudahi diaturi mengenaii perlindungnnyai 

yangi menjelaskani bahwai anaki adalahi situasii dani kondisii tertentui berhaki 

untuki mendapatkani pendampingani psikososial,i pemberiani perlindungani 

sertai pendampinagni padai setiapi prosesi peradilan.  

Maka dari itu melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak Rebuplik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

pedoman bementukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan 

perempuan dan anak, bisa menjadi pedoman yang berjalan sebagaimana 

mestinya karena ada berapa banyak korban yang enggan untuk 

melaporakan karena menyangkut masalah privat atau domestik. Dengan 

adanya PERMEN Nomor 4 Tahun 2018 diharapaka bisa melindungi hak-

hak korban dan hak asasi manusia, karena menjadi hak dasar yang bersifat 

kodrati yang melekat pada diri manusai yang bersifat universal dan 

langgeng karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak 

boleh diabaikan, serta dikurangi atau dirampas oleh siapapun.  



47 
 

 
 

2. Tugas dan Wewengang UPTD PPA 

Menurut pasal 4 bahwa tugas dari unit pelaksana tekhnis daerah 

perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA), pada dasarnya bertugas 

melaksanakan kegiatan teknis oprasional diwilayahnya dalam memberikan 

pelayanan bagi perempuan. dan anak yang, mengalami masalah kekerasan, 

diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, dalam kata lain  

tugas pokok dari, UPTD PPA adalah melindungi dan melakukan 

pendampingan dengan para korban yang terkena kasus kekerasan. Dalam 

kata lain sesuai dengan pasal 4 tugas UPTD PPA melaksanakan tugasnya 

dalam menyelengarakan fungsi pada layanani sebagaii berikut:
38

 

a. Pengaduani masyarakat 

b. Penjangkauani korban 

c. Pengelolaani kasus 

d. Penampungani sementara 

e. Mediasi 

f. Pendampingani korban 

i. Kesehatan 

ii. Bantuan hukum 

iii. Layanan pemulihan korban/psikologi 

Peran pendamping disini salah satunya adalah Unit Pelaksana 

Tekhnis Daerah Perlindungan Permpuan dan Anak atau UPTD PPA yang 

dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan 
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i Peraturani Mentrii Nomori 4i Tahuni 2008i Tentangi Pemberdayaani Perempuani Dani 

Perlindungani Anaki Republiki Indonesia. 
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dan anak yang mengalamai kekerasan, diskriminsi, perlindungan kasusu, 

dan masalah lainnya. Jabatan UPTD PPA dipimpin oleh instansi yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak ditingkat provinsi dan wilayah/kota. 

UPTD PPA bertugas melakukan kegiatan teknis kerjanya untuk melayani 

perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, 

perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Perlindungan terhadap hak 

asasi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, merupakan hak 

setiap manusia, atau hak kodrat fundamental yang melekat pada diri 

manusia, yang bersifat universal dan abadi karena harus dilindungi, 

dihormati, dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian tidak lepas dari sebuah aturan, hukum, dan tata cara 

dalam melaksananakan penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah 

dalam mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Sedangkan penelitian dalam 

bahasa inggris disebut research jika dilihat dari susunan kata terdiri atas dua suku 

kata yaitu re yang berarti kembali atau pengalaman dan search dapat diartikan 

sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman 

baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal 

yang detail. 

Sedangkan pendekatani yangi digunakani dalami penelitiani inii adalahi 

pendekatani yuridisi sosiologisi maksudnyai apa,i bahwai pendekatani semacami itui 

merupakani gabungani antarai penelitiani lapangani yangi menggunkani datai primeri 

berupai kasusi kekerasani dalami rumahi tanggai dani penelitiani pustakai yangi 

menggunakani datai sekunderi berupai bahan-bahani hukum.
39

 

Dari uraina di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 

penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, tata cara secara ilmiah dan 

menyelenggarakan penelitian sesuaia karidor keilmuan tertentu dengan hasil yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian dilakukan melalui tahap penelitian lapangan (field research) 

untuk mendapatkan data primer dan penelitian pustaka untuk mendapatkan 
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 Rika Suraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(Bandung: PT Gita Aditya Bakti, 2009). hlm. 7. 
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bahan-bahan hukum. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan 

untuk memperoleh sebuah data dan informasi dengan secara langsung 

ketempat ditemukannya objek yang akan diteliti.
40

 Dengan kata lain penelitian 

ini menggunkan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan berperilaku yang diamati.  

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis maksudnya apa, bahwa pendekatan semacam itu 

merupakan gabungan antara penelitian lapangan yang menggunkan data 

primer berupa kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penelitian pustaka 

yang menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitia yang penulis pilih pada penelitian ini dilakukan di 

UPTD PPA Kabupaten Banyumas Jl. Prof. Moch. Yamin, Gang IV No. 12, 

Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan. Waktu penelitain ini dilakuan 

pada tanggal 22 Januari 2022, jam 14.56 wib.
41

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitiani yaitui orangi ataui pelakui yangi ditujukani untuki ditelitii 

ataui diharapkani dapati memberikani informasii ataui sumberi datai terhadapi pokoki 

permasalahani yangi akani ditelitii yangi disebuti dengan istilah informan.
42

 Subjek 
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 Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Publik Relatan dan Komunikasi (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004). hlm. 32. 
41

 Hasil Observasi Kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas. 
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 Moloeng Lexy, Metodologi Penelitian Kumulatif (Bandung: Raja Remaja, 2007). hlm. 
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penelitian itu sendiri adalah Ketua UPTD PPA dan mediator yang bertugas di 

kantor UPTD Kabupaten Banyumas. 

Sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran 

penelitian. Dalam penelitian tersebut, Objek dalam penelitian ini adalah 

tentang mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA 

Kabupaten Banyumas.  

D. Sumber Data dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

 Merupakan sebuah bahan mentah yang diambil dari tempat dan 

kejadian penelitian. Sumber data adalah benda, hal, orang, tempat 

penelitian, mengamati, membaca, atau bertanya tentang data.
43

 Ada 19 

kasus KDRT pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 ada 46 kasus 

KDRT yang ditangani oleh kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas. 

Sehingga sumber data yang akan digunakan dalam sekripsi ini adalah: 

a. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer adalah sumberi datai yangi langsungi 

memberikani informasii kepadai pengumpuli data.i Metodei inii dapati 

melalui,i observasi,i dokumentasii dani wawancarai secarai langsungi 

kepadai narasumber.
44

 Pada data primer ini, digunakan dalam penelitian 

untuk melakukan wawancara secara langsung kepada, kepala UPTD 

PPA atau petugas yang bersangkutan (mediator). 
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 Suharsimi Arikunto, Menajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). hlm. 116. 
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 Lutfi Hamidi dkk, Panduaan Penulisan Sekripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri 

Purwokerto (Purwokerto: Stain Press, 2014). hlm. 9. 
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b. Sumber Data Sekunder 

 Merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara tidak langsung 

yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi, buku-

buku, jurnal tentang mediasi, jurnal tentang KDRT atau jurnal, dan 

buku yang berkaitan atau relevan.
45

 Pada data sekunder, dalam hal ini 

data yang paling relevansi adalah informasi berupa buku-buku, berkas-

berkas yang mendukung tersusunya skripsi ini. 

2. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitiani inii adalahi kualitatif.i Datai kualitatifi 

memilikii tujuani untuki membanguni ataui menggalii suatui proposisii ataui 

menjelaskani maknai dibaliki suatui realitasi yangi ada.i Penelitii didasarkani 

padai suatui kenyataani ataui peristiwai yangi sedangi berlangsungi ataui sedangi 

dialamii dii lapangani yangi berkaitani dengani duniai sosiali dani kehidupani 

sehari-harii dalami masyarakat.i Penelitiani sepertii inii berusahai melihati apai 

yangi terjadii dii duniai dani memperkuati temuani yangi dibuati dii dalamnya.i 

Olehi karenai itu,i apai yangi dilakukani penelitii selamai dii lapangani termasuki 

dalami posisii case-basedi ataui ideografiki yangi mengarahkani perhatiani padai 

kekhususani kasus-kasusi tertentu.i  

Makai penelitii dalami hali inii menggunakani penelitiani kualitatif agar 

peneliti dapat mengetahuinya mediasi kasus kekerasan dalam rumah 

tangga di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. 
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 Saefuddin Anwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 36. 
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E. Pengumpulan Data 

Pengumpulan informasi semacam itu merupakan langkahi utamai dalami 

penelitian,i karenai alasani utamai penelitiani inii adalahi untuki mendapatkani 

informasii ataui informasii untuki diolahi saati melakukani penelitian,i agari bisai 

menjawabi rumusani masalahi penelitian.i Tekniki semacami inii yangi digunakani 

olehi penelitii dalami prosesi pengumpulani datai yangi dibutuhkani adalahi sebagaii 

berukut: 

1. Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi dan sembernya secara lisan dimana pertanyaan 

datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh 

pewawacara.
46

 Dalam hal ini wawancara untuk mencari faktai sosiali 

sebagaii bahani kajiani ilmui hukumi secarai empiris,i dilakukani dengani carai 

tanyai jawabi secarai langsungi dimanai semuai pertanyaani disusuni secarai 

sistematik,i terstrukturi dani jelasi terarahi sesuaii dengani isui hukumi yangi 

diangkati dalami penelitian.i  

Untuki memperolehi informasii yangi benari dani akurati darii sumberi 

yangi ditetapkani sebelumnyai makai harusi melakukani wawancarai secarai 

langsung.i Dalami wawancarai tersebuti semuai keterangani ataui jawabani yangi 

diperolehi mengenaii apai yangi diinginkani dicatati dani ataui direkam dengan 

baik. Sasaran wawancara yang dilakukan oleh penulis merupaka 
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wawancara tersetruktur karena sebagian besar materi pertannyaan suadah 

ditentukan sebelumnya.  

Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Januari 2022, pada jam 

14.56. Mewawancarai Ketua UPTD PPA Ibu Siti Tarwiyah., S.E. dan 

Mediator Bapak Junianto., S.H. M.Kn.
47

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasii merupakani penelusurani ataui perolehani datai yangi 

diperlukani melaluii datai yangi telahi tersedia.i Biasannyai berupai statistik,i 

agendai kegiatan,i produki keputusan,i kebijakan,i ataui buku-bukui dani hali laini 

yangi berkaitani dengani penelitian.
48

 Adapun yang menajadi buku utama 

dalam penelitian akan menggunakan buku-buku mediasi, jurnal mediasi, 

jurnal kekerasan dalam rumah tangga dan dokumen yang penulis peroleh 

dari di lapangan berupa data-data dan foto-foto yang berkaitan dengan 

mediasi dalam kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten 

Banyumas. 

Dari hasil observasi yang saya peroleh, terdapat data-data yang 

berupa daftar kasus yang dikeluarkan oleh kantor UPTD PPA dan foto 

dokumentasi bersama petugas UPTD PPA dan Mediator Kabupaten 

Banyumas. 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat 
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ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.
49

 Dengan kata lain analisis data sangat penting dalam 

metode penelitian ilmiah. Mengapa bisa begitu, karena dengan adanya analisis 

data maka dapat diberi arti dan serta makna yang sesuai untuk memecahkan 

masalah pada penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif.  

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini 

adalah bentuk Tekniki penelitiani deskriptifi kualitatifi yangi manai 

menggambarkani dani menjelaskani hasili penelitiani dalami bentuki kalimati dani 

bukani berupai angka-angka.i Penulisi kalii inii menyusuni secarai sistematisi yangi 

diperolehi darii hasili observasi,i wawancara,i dokumentasi,i dengani carai 

mengklompokani datai kedalami kategorii sub-subi bagiani yangi telahi disusuni 

memilih,i mempelajarii dani memberii kesimpulani darii hasili penelitiani dani 

menuangkani kedalami bentuki tulisan.  

Adapun Langkah-langkah dalam menganalisis data kualitatif adalah 

sebgai berikut: 

1. Rudukasi Data 

Merupakan proses penelitian, penyederhanaan data-data kasar yang 

didapat pada saat melakukan penelitian. Langkah semacam ini disebut 

membuat ringkasan. 
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2. Penyajian Data 

Merupakan menyampaikan informas berdasarkan data yang 

diperoleh dari penelitian dan informasi serta catatan hasil observasi. 

3. Menarik Kesimulan (varifikasi data) 

Merupakan sebuah langkah peninjauan ulang terhadap catatan-

catatan lapangan dengan dengan cara menelaah Kembali data-data atau 

hasil-hasil yang sudah didapat pada waktu observasi untuk memperoleh 

kesimpulan akhir.
50

 

Dengan kata lain metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deduktif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari 

perilaku orang yang dapat diamati. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA TENTANG MEDIASI TERHADAP KASUS 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UPTD PPA KABUPATEN 

BANYUMAS 

 

A. UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN.ANAK (UPTD PPA) 

1. Gambaran Umum Tentang UPTD PPA 

PERMA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Maka perlunya dibentuk 

mengenai tugas, fungsi, dan mekanisme tentang pedoman kerja dari unit 

pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau disingkat 

dengan nama UPTD PPA.
51

 

Melalui Peraturan Mentri Pemberdayaani Perempuani Dani 

Perlindungani Anaki Rebupliki Indonesiai Nomori 4i Tahuni 2018i Tentangi 

Pedomani Pembentukani Uniti Pelaksanai Teknisi Daerahi Perlindungani 

Perempuani dani Anak,i bisai menjadii pedomani yangi berjalani sebagaimanai 

mestinyai karenai adai berapai banyaki korbani yang enggan untuk melaporkan 

karena menyangkut masalah privat atau domestik. Dengan adanya 

PERMA Nomor 4 Tahun 2018 diharapkan bisa melindungi hak-hak 

korban dan haki asasii manusia,i karenai menjadii haki dasari yangi bersifati 

kodratii yangi melekati padai dirii manusiai yangi bersifati universali dani 

langgengi karenai itui harusi dilindungi,i dihormati,i dipertahankani dani tidaki 

bolehi diabaikan,i sertai dikurangii ataui dirampasi olehi siapapun.  
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Walaupun ada jaminan perundang-undangan, tapi kasus kekerasa 

terhadap perempuan dan anak bukannya semakin menurun malah semakin 

bertambah. Karena kasus semacam itu seperti fenomena gunung es 

maksudnya apa, maksudnya adalah kasus yang dilaporkan ke lembaga 

perlindungan perempuan dan lemabaga perlindungan anak itu hanya 

sebagian kecil dari kasus yang sebenernya. Perlu ditekankan maksud 

fenomena gunung es mengandung arti permasalahan yang muncul ke 

permukaan hanya ujungnya saja padahal sebenarnya kasus yang 

terpendam dibawah masih banyak dan perlu mendapatkan perhatian dari 

semua pihak, salah satunya lembaga perlindungan perempuan dan anak. 

Maka dari itu diperlukan adanya pendampingan semacam UPTD 

PPA untuk membantu dan melakuka pendampingan kepada perempuan 

dan anak khususnya di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan fakta-fakta 

yang diperoleh di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas, pelayanan 

yang dilakukan oleh kantor UPTD PPA tidak dipungut biaya alias gratis, 

terdapat 1 (satu) mediator yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan terkat rumah tangga dan persoalan lainnya yang telah 

bersertifikat MARI (Mahkamah Agung Rebuplik Indonesia) yang 

dikeluarkan oleh MA (Mahkamah Agung), bahkan untuk penyebaran atau 

keberadaan UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah diketahui sampai 

kelapisan masyarakat bawah, bukan hanya dikalangan perkotaan saja.  

Pada tahun 2020-2021 kantor UPTD PPA telah melakukan survai 

melalui index kepuasan masyarakat (IKM) terhadap tingkat kepuasan 
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masyarakat dengan nilai 92 IKM, dengan jumlah responden sebanyak 85 

orang. Pengambilan responden diambil dari kalangan pelajar, ASN, IRT, 

pedagang, buruh, wiraswasta, dll.
52

 Dari adanya IKM semacam ini 

menunjukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat dengan adanya kantor 

UPTD PPA Kabupaten Banyumas yang cukup bagus. Dengan adanya 

IKM diharapkan lebih ditingkatkan kualitas pelayanan, pendampingan 

bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan 

terhadap masyarakat yang menjadi korban ketidak adilan 

2. Sejarah Singkat Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak 

Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah membentuk unit pelayanan 

teknis daerah, (UPTD) perlindungan perempuan dan anak, (PPA). Yang 

sebelumnya bernama pusat pelayanan terpadu penanganan dan 

perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak (PPT PKBGA). 

Karena mulai per Januari 2021 PPT PKBGA sudah tidak lagi menangani 

kasus-kasus yang berbasis gender dan anak karena sudah digantikan 

dengan unit pelayanan teknisi daerahi perlindungani perempuani dani anaki i 

(UPTDi PPA)i dii bawahi dinasi pengendaliani penduduk,i keluargai berencana,i 

pemberdayaani perempuani dan perliundungan anak (DPPKBP3A) 

Kabupaten Banyumas yang dilaunching pada Jum’at 8 Januari 2021, yang 

saat ini berkantor di Jl. M Yamin Purwokerto Selatan.  

Diharapkan dengan adanya pergantian nama semacam ini 

penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa 
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lebih optimal lagi, mengingat keberadaan UPTD PPA didukung dengan 

anggaran yang lumayan besar karena bersumber dari alokasi dana dari 

pusat (Kementrian PPA), berupa dana alokasi khusus (DAK).
53

 

B. Faktor Yang Melatar Belakangi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah menjadi sebuah fenomena 

yang baru di Indonesia, melainkan sudah sejak lama bahkan hingga sekarang. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, di dalam pasal 1 ayat 1 

bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seorang perempuan terutama yang berakibat terjadinya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga 

termasuk dalam katagori ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam linggkup keluaraga.
54

 

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencangkup 

tentang kekerasan fisik saja melainkan ada psikis, seksual, dan penelantaran 

rumah tangga. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering di 

tangani kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas, ada beberapa faktor pemicu 

terjadinya kasus tersebut, salah satunya dalam aspek ekonomi, hak asuh anak 

paska perceraian. Akibatnya, pelaku merasa frustasi atau penat dengan 

keadaan yang sedang dialami dan terdorong untuk melakukan hal-hal yang 

tidak diinginkan untuk melampiyaskan seperti halnya kekerasan dalam rumah 

tangga. Ekonomi merupakan sebuah kebutuhan dasar atau pokok untuk 

menopang kebutuhan hidup dalam suatu rumah tanggga yang mencangkup 
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pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, itu semua 

kebutuhan dasar yang sangat bergantung pada kekuatan ekonomi. Hal 

demikian diakuatkan dengan adanya hasil wawancara dan observasi secara 

langsung dari kantor UPTD PPA bersama mediator dan didampingi oleh 

kepala UPTD. 

“Apa saja faktor yang melatar belakangi kekerasan dalam rumahtangga 

di kantor UPTD PPA ? 

  

“Adapun biasanya terkait nafkah anak paska perceraian, biasanya juga 

terkait kewajiban-kewajiban, tidak dinafkahi, tidak dapat kasih sayang 

atau juga perubutan hak asuh anak, kemuadian faktor ekonomi juga 

ada.
55

 

 

Sehingga nafkah anak yang seharusnya menjadi putusan pengadilan 

yang sudah ditentukan, maka kadang dari pihak suami tidak memberikan 

karena faktor ekonomi, jadi tidak dapat memberikan nafkah setelah pasca 

perceraian sesuai apa yang telah menjadi keputusan pengadilan. 

Jadi oleh sebab itu kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah 

fakta sosial atau sebuah realita yang bener-benar terjadi dimasyarakat yang 

bersifat universal dan melangggar atas hak asasi manusia, serta tidak 

dibenarkan kejahatan seperti itu oleh agama, maupun undang-undang yang 

berlaku papun alasannya, baik ekonomi, sosial, budaya, ras maupun agama. 

Maka, penanganan, pendampingan bagi para korban oleh pihak-pihak terkait 

khusnya UPTD PPA menjadi penting. Karena, dengan adanya undang-undang 

yang mengatur kasus terkait perempuan dan anak, bisa lebih optimal dalam 

penangananya apa lagi didanai oleh dana alokasi khusus (DAK) dari pusat. 
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Oleh  sebab itu, maka pendidikan pra nikah menjadi sangat penting bagi para 

calon pengantin demi terciptanya keluarga sakinah, mawadah, warohmah, 

yang diharapkan oleh semua pasangan. 

C. Analisis Terhadap Mediasi dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga di UPTD PPA 

Mediasi merupakan sebuah jalan alternatif untuk menyelesaikan sebuah 

perkara di luar pengadilan, yang mana melibatkan orang ketiga sebagai 

penengah atau mediator dalam menyelesaikan sebuah perkara atau persoalan, 

khusunya kekerasan dalam rumah tangga di kantor UPTD PPA Kabupaten 

Banyumas. Setelah saya malakukan observasi di kantor unit pelaksana teknis 

daerah perlindunga perempuan dan anak Kabupaten Banyumas, terdapat 

berbagai macam kasus mulai dari KDRT, kekerasan terhadap perempuan 

(KTP), trafiking, buruh migran, ABH, KTA, dan perebutan hak asuh anak. 

Kali ini saya akan lebih fokus terkait mediasi atau metode pendekatan apa 

yang diterapkan oleh mediator dalam melakukan mediasi terhadap kasus 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya dikekerasan 

fisik/penganiayaan di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Apakah 

sesuai dengan aturan yang ada atau sesuai pedoman mediator dalam 

melakukan mediasi. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi 

secara langsung, bahwa ada penambaha jumlah kasus kekerasan dalam rumah 

tangga dari tahun 2020 sampai tahun 2021 dikantor UPTD PPA Kabupaten 

Banyumas. Pada tahun 2020 terdapat 19 kasus KDRT, 9 kasus menembuh 

jalur konseling, 7 kasus menempuh jalur mediasi atau non litigasi dan 3 kasus 
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diantaranya menempuh jalur hukum atau litigasi, jadi untuk jumlah secara 

keseluruhan pada tahun 2020 mencapai 96 kasus yang ditangani oleh kantor 

UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Sedangkan pada tahun 2021 ada 46 kasus 

KDRT, 24 kasus anak dan 22 kasus perempuan. Ada 46 kasus kekerasan, 21 

kasus menempuh jalur konseling atau pendampingan, 18 kasus melalui 

mediasi atau non litigasi, dan 7 kasus diantaranya menempuh jalur hukum 

litigasi. Jadi secara keseluruhan pada tahun 2021 terdapat 116 kasus yang 

ditangani oleh kantor unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan 

dan anak, (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.
56

 

Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perumpuan dan anak, 

merupakan sebuah tempat atau wadah pelayanan dan perlindungan bagi 

masyarakat yang menjadi korban atau yang merasa dirugikan terkait dalam 

masalah kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu perlunya kerja sama 

yang apik dari segala lini baik masyarakat maupun aparat yang berwenang 

dalam penanganan kasus tersebut, karena kantor UPTD PPA tidak bisa bekerja 

sendiri tanpa melibatkan unsur-unsur lain dalam menangani kasus kekerasan 

dalam rumah tangga. 

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bersama kepala kantor 

dan mediator di kantor UPTD PPA munculah pertanyaan sebagai berikut: 

“Untuk mensuport kantor UPTD PPA Kabupeten Banyumas dalam 

melakukan pendampingan korban atau klien, diperlukan keterlibatan 

unsur  apa saja ?” 

 

“kurang lebih yang terlibat ada 6 unsur antara lain sebagai berikut:”
57
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1. UPPA Polres/Kepolisian 

2. BAPAS 

3. Dinas Sosial 

4. Kejaksaan 

5. Pengadilan 

6. Konselor” 

 

Maka dari itu, pentingnya kantor UPTD PPA berkerja sama antar 

instansi terkait guna untuk menekan angka pertumbuha kasus kekerasan dalam 

rumah tangga di Kabupaten Banyumas dan untuk mencari jalan keluar secara 

bersama-sama.  

Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak 

merupakan bentuk usaha pemerintah dalam memberikan pelayana 

perlindungan bagi perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan. 

Di dalam pasal 4 PERMEN Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sudah dijelaskan. 

Dan berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bersama dengan kepala 

kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah sesuai aturan yang ada 

dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut: 

“Sebagai lembaga yang melakukan pendampingan terhadap korban atau 

klien, apa saja bentuk-bentuk kegiatan atau pelayanan yang dilakukan 

oleh kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas ?”
58

 

 

“Bentuk pelayan yang dilakukan oleh kantor UPTD PPA Kabupaten 

Banyumas antara lain:”  

1. Pengaduan Masyarakat/korban  

2. Penjangkauan Korban 

3. Pengelolaan Kasus 

4. Penampungan Sementara 

5. Mediasi 

6. Pendampingan Korban. 
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Sejalan dengan pelayan yang diberikan oleh pemerintah dengan aturan 

terkait. Sesuai teori dan aturan yang ada bahwa peren pendamping disini 

adalah UPTD PPA yang dibentuk oleh pemerintah daerah guna memberikan 

pelayan, perlindungan serta pendampingan sudah sesuai dengan aturan yang 

ada, karena saya mendapatkan informasi secara langsung oleh kepala dinas 

terkait, yang dibentuk oleh pemerintah, dan masyarakat terasa terbantu dengan 

adanya pelayanan semacam ini khususnya bagi para korban terutama 

perempuan dan anak yang sedang membutuhkan tempat untuk melakuan 

pengaduan dan pendampingan korban baik secara kesehatan, pendampingan 

hukum, maupun pelayanan pemulihan korban/pemulihan secara psikologi itu 

semua sudah diatur di dalam aturan yang berlaku. 

Dengan adanya pihak ketiga sebagai mediator diharapkan bisa 

menjembatani damainya kedua belah pihak yang bersengketa, maka dari itu 

pentingnya keterampilan mediator dalam melakukan mediasi sangat penting 

guna menemukan iktikad baik bagi kedua belah pihak. Sesuai dengan aturan 

yang ada, bahwa seorang mediator harus mempunyai sertifikat MARI yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 

2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sesuai dengan pasal 13, ayat (1), 

(2), dan (3). Berdasarkan teori yang ada bahwa kantor UPTD PPA Kabupaten 

Banyumas sudah sesuai dengan aturan yang ada dibuktikan dengan hasil 

wawancara sebagai berikut:  

“Sebagai jaminan mutu, seorang yang bertugas menjadi mediator apakah 

sudah bersertifikat MARI yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau 
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lembaga yang terakreditsi oleh Mahkamah Agung sesuai setandar 

pelaksanaan mediasi di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas ?”
59

 

 

”Bahwa di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas Sudah mempunyai 

satu mediator yang bersertifikat MARI yang dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung Replubik Indonesia.”  

 

Bahwa menurut PERMA, mediator yang tidak memiliki sertifikat MARI 

atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung tidak boleh 

melakukan mediasi. Kecuali Hakim, karena berdasarkan surat keputusan ketua 

Pengadilan, hakim yang tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator 

dengan catatan jumlah mediator yang  bersertifikat jumlahnya terbatas, maka 

hakim boleh menjalankan sebagai mana mestinya sebagai mediator mengacu 

pada pasal 13 PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi 

Dipengadilan. Sedangkan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah sesuai 

aturan yang ada atau sudah memenuhi standar mediasi karena mempunyai 

mediator yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. 

Sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa 

proses penyelesaian mediasi perlu diketahui ada beberapa proses antara lain, 

tahap pramediasi, tahap pelaksaan medisasi, tahap implementasi hasil mediasi, 

dari tiga tahapan tadi merupakan jalan yang harus ditempuh oleh mediator dan 

para pihak guna menyelesaikan masalahnya. Di dalam pasal (24) sampai 

dengan pasal (32) PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. 

Dengan adanya kasus KDRT yang kasusnya setiap tahun semakin bertambah 

baik yang dipublikasikan maupun tidak, maka perlu adanya pendampingan 
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dari pemerintah maupun dari instansi lain, contohnya seperti UPTD PPA 

Kabupaten Banyumas. Dari hasil observasi yang saya lakukan diinstansi 

terkait, telah melakukan berbagi upaya pendampingan dalam kasus kekerasan 

dalam rumah tangga dan kasus-kasus lainnya. Adapun penanganan mediasi 

yang dilakukan oleh instansi terkait dilakukan sebagiamana mestinya dalam 

melakukan mediasi atau sudah sesuai dengan atura yang berlaku dan teori-

teori yang ada, dibuktikan dengan hasil wawancara yang saya lakukan dengan 

petugas terkait. Adapun hasilnya sebagai berikut: 

“Bagaimana proses mediasi yang lakukan oleh kantor UPTD PPA 

Kabupaten Banyumas ?”
60

 

 

“Adapun proses mediasi yang dilakukan dikantor UPTD PPA sesuai 

aturan atau pedoman mediasi. Serta menerima laporan atau aduan dari 

masyarakat yang menjadi korban, setelah mendapatkan laporan atau 

pengaduan, kemudian mengidentifikasi ulang persoalan untuk dilakukan 

mediasi, setelah diidentifikasi maka dibuatlah undangan mediasi kepada 

para pihak, setelah menentukan hari dan tanggalnya, kemudian 

dilaksanakan upaya mediasi di UPTD PPA sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan, adapun sifatnya tertutup hanya kepada para pihak yang 

dipimpin oleh seorang mediator, hasil mediasi kemudian dituangkan 

dalam berita acara  mediasi yang ditandatangi oleh para pihak, mediator, 

dan kepala UPTD PPA, adapun hasilnya tidak didaftarkan ke Pengadilan 

Agama untuk sementara.”  

 

Jadi proses mediasi yang dilakukan oleh kantor UPTD PPA pada 

dasarnya mengikuti aturan yang ada berdasarkan pengakuan dari sang 

mediator dan hasil dari mediasi ditungkan dalam berita acara mediasi yang 

ditandatangani oleh para pihak, mediator serta kepala UPTD PPA, dan dari 

hasil mediasi tersebut tidak didaftarkan ke Pengadilan Agama, karena ada 

faktor tertentu yang belum memungkinkan untuk didaftarkan, tetapi sudah 

                                                             
60

 Hasil Wawancara, pada 22 Januari 2022. 



68 
 

 
 

diusulkan hasil mediasi bisa menjadi penetapan atuapun putusan. Biasanya 

mediasi yang dilakukan di kantor tersebut merupakan inisiatif sendiri, 

limpahan dari Polresta Banyumas dan belum pernah berproses hukum, 

maupun sudah dalam proses hukum. 

Dalam melakukan mediasi pencapaian kesepakatan dan iktikad baik 

menjadi penting bagi para pihak guna melaksakan isi dari kesepakatan yang 

telah disepakati.  

Maka perlu dipahami juga mengenai tahapan atau penanganan dalam 

melakukan mediasi, supaya mediasi berjalan lancar dan berhasil maka ada 

lima proses tahapan dalam melakukan mediasi antaran lain:
61

 

a. Sepakat untuk menempuh jalur mediasi 

b. Memahami mengenai pokok-pokok permasalah kedua belah pihak  

c. Memunculkan pilihan pemecahan masalah 

d. Mencapai kesepakatan anatara kedua belah pihak 

e. Melaksanakan kesepakatan yang disepakati antara kedua belah pihak. 

Sesuai teori yang telah dijelaskan dibab sebelumnya atau sesuai teori 

yang ada dalam menjalankan proses mediasi, mediator mempunyai kebebasan 

untuk menciptakan jalannya mediasi yang kondusif dan mengakhiri 

persengketaan demi memenuhi kesepakatan. Ada tahapan-tahapan yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan mediasi sesuai aturan PERMA dan aturan 

Undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum yang 

berlaku, dan metode lain yang digunakan dalam mediasi yaitu kaukus, 
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keputusan menggunakan kaukus berada ditangan mediator, namun harus seijin 

para pihak atau kesepakatan para pihak. walaupun harus mempertimbangkan 

sisi positif dan negatif bila kaukus dilakukan. Karena kadang dengan metode 

kaukus dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak kepada mediator atau 

kepada pihak lain dan sifatnya tertutup, kecuali mediator dan salah satu pihak. 

Kaukus sendiri adalah pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa 

dihadiri pihak lain. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut: 

“Bagaimana pola pendekatan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam 

menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ?”
62

 

 

“Jadi pola pendekatan yang dilakukan dalam melakukan mediasi di 

kantor UPTD PPA sudah sesuai dengan prosedur mediasi atau mediator, 

kemudian menggunkan pendekatan kaukus dalam melakukan mediasi 

yang dilakukan oleh mediator, dan mencari solusi atau penyelesaian 

masalah antara para pihak. Dalam pendekatan mediasi di kantor UPTD 

PPA tidak hanya dalam waktu mediasi selesai, melainkan bisa mediasi 

ulang jika terdapat kendala diantara kedua belah pihak sampai 

menemukan titik temu.”  

 

Maka dari itu tahapan-tahapan melakukan mediasi, metode pendekatan 

kaukus dalam melakukan mediasi kekerasan rumah tangga dan solusi-solusi 

lain untuk mencari titik temu yang nantinya disepakati bersama oleh kedua 

belah pihak menjadi salah satu model mediasi yang dilakukan yang digunakan 

oleh kantor UPTD PPA untuk mencari iktikad baik antara kedua belah pihak 

yang bersengketa. Walaupun mediator tidak dapat memaksakan para pihak 

untuk menerima solusi yang berasal dari seorang mediator, tetapi mediator 

harus mendorong kepada para pihak untuk menciptakan sebuah kesepakatan 

bersama, yang nantinya menjadi sebuah keputusan dari para pihak, untuk 
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menciptakan sebuah kesepakatan dan keputusan bersama yang nantinya 

hasilnya ditungkan dalam berita acara mediasi yang disaksikan dan 

ditandatangani oleh para pihak, kepala UPTD PPA dan mediator. 

Dengan adanya kasus kekerasan rumah tangga yang semakin hari 

semakin ada-ada aja kasusnya dan kasusnya seperti gunung es yang hanya 

sebagain saja yang kelihatan lebih tepatnya hanya dipermukaannya saja 

sedangkan yang lain masih terkubur karena menyangkut urusan privat dan 

bukan konsumsi publik, tetapi belakangan ini menjadi komsumsi publik bukan 

persoalan privat lagi. Maka dengan adanya kasus semacam ini pemerintah 

mengelurkan atau membuat undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan 

rumah tangga yaitu undang-undnag nomor 23 tahun 2004 tentang 

penghapusan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Apakah dengan adanya 

undang-undang terkait sudah berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan 

hasil wawancara yang saya lakukan dengan mediator, mediator berpendapat 

sebagai berikut: 

“Sebagai payung hukum yang melindungi hak asasi manusia, apakah 

undang-undang PKDRT sudah melindungi korban kekerasan rumah 

tangga dan membuat efek jere bagi pelaku tindak kekerasan ?”
63

 

 

“Menurut pendapat atau opini sang mediator, bahwa undang-undang 

PKDRT sudah melindungi korban, karena ada pasal-pasal yang 

melindungi korban, menjamin hak-hak korban jika mendapatkan 

perilaku semacam itu, pemulihan korban jika mendapat kekerasan dalam 

rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi belum memberikan efek jere 

bagi pelaku kekerasan, karena masih banyak kasus kekerasan dalam 

rumah tangga yang masih terjadi padahal undang-undang yang berkaitan 

dengan kasus semacam ini sangat jelas dan mengatur tentang akibat dari 

kasus KDRT tuntutanya dalam hukuman pidana dan denda yang menanti 
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bagi para korban, padahal dendanya cukup besar bagi pelaku tindak 

kekerasan dalam rumah tangga.”  

 

Meskinya dengan adanya undang-undang PKDRT ini kasus kekerasan 

dalam rumah tangga semakin berkurang setiap hari, bulanya, bahkan setiap 

tahun yang diharapkan. Namun, nyatanya kebaliknya padahal sangsi yang 

berkaitan dengan kasus kekerasan sudah termaktub jelas di dalam setiap 

pasalnya yang mengatur bagi para pelaku. Apa mungkin undang-undang 

terkait hanya bersifat keperdataanya saja, padahal di undang-undang terkait 

juga ada unsur pidanya yang seharusnya berpikir dua kali untuk melakukan 

tindak kekerasan dalam rumah tangga. 

Dengan dikeluarnya UU PKDRT dan PERMEN nomor 4 tahun 2018 

tentang pedoman pembentukan unit pelaksana teknis daeraah perlindungan 

perempuan dan anak, menunjukan keseriusan pemerintah dan bentuk 

kehadiran negara dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga yang sering 

menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak. Terkadang korban merasa 

enggan melaporkan kepihak berwenang karena menyangkut urusan privasi, 

namun terdapat kegeseran yang dulunya dilakukan dengan langkah perceraian 

sekarang sudah menggunakan langkah hukum dengan dasar hukum UU 

PKDRT Nomor 23 tahun 2004. 

Berdasarkan teori dibab sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan, berarti bersengketa atau perselisihan diantara para pihak yang 

belum diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini memiliki dua kemungkinan, 

kemungkinan yang pertama, para pihak yang bersengketa berusaha mencari 

solusi yang dapat diterima oleh para pihak untuk mencari titik temu secara 
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damai sebagai langkah awal dalam melakukan mediasi. Kemungkinan yang 

kedua apabila para pihak tidak menemukan kata sepakat, maka penyelesaian 

sengketa tersebut dapat ditempuh melalui jalur pengadilan dan di luar 

pengadilan. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:  

“Sesuai aturan yang berlaku, mengapa kekerasan dalam rumah tangga 

diselesaikan atau disarankan melalui jalur mediasi terlebih dahulu bukan 

langsung jalur hukum ?”
64

 

 

“Karena biasanya atas permintaan dari pada pelapor atau korban untuk 

melakukan mediasi terlebih dahulu, soalnya di dalam persidangan 

pidana tidak ada upaya mediasi. Namun, jika mediasi tidak berhasil baru 

diproses secara hukum yang berlaku.”  

 

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 merekomendasikan perdamaian 

dilakukan di luar pengadilan, apabila ada pihak yang bersengketa di luar 

pengadilan bisa mencapai perdamaian dengan dan tanpa bantuan mediator bisa 

mengajukan klausul perdamaian yang mereka buat bisa dikuatkan menjadi 

akta perdamaian oleh pengadilan dengan cara mengajukan gugatan di 

pengadilan. Setelah dalam melakukan proses mediasi ini telah mencapai 

kesepakatan, maka mediator untuk segera membuatkan draf kesepakatan yang 

ditanda tangani oleh semua pihak secara tertulis dan jika tidak ada perubahan 

maka mediator pun wajib membuat akta perdamaian untuk dibuatkan akta 

otentik, sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan.  

Numun, kenyataanya di kantor UPTD PPA belum begitu praktiknya, 

baru masih diranah kantor UPTD PPA saja dengan dibuatkannya berita acara 

mediasi saja, karena terbentur dengan biaya. Namun, sedang diusahakan 

supaya bukti mediasi dapat dijadikan penetepan dan putusan. Apa bila tidak 
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 Hasil Wawancara, pada 22 Januari 2022. 
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berhasil dalam melakukan mediasi maka jalan terkhir yang ditempuh yaitu 

melalu jalur litigasi atau jalur pengadilan. 

Jadi pada dasarnya bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan dengan 

kepengadilan tingkat pertama disarankan untuk melakukan perdamaian 

dengan bantuan mediator, sesuai aturan yang berlaku di dalam PERMA. 

Mediasi yang dilakukan di kantor UPTD PPA mengunakan pendekatan 

kaukus dalam melakukan mediasi, dan dari hasil madiasi akan dibuatkan berita 

acara mediasi kepada para pihak yang dikeluarkan oleh kantor UPTD PPA. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di UPTD PPA Kabupaten 

Banyumas mengenai mediasi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga 

dan berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam proses mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator, mempunyai 

model atau cara tersendiri dalam melakukan mediasi supaya mediasi 

berjalan lanjar dan menemukan titik temu atau iktikad baik antara kedua 

belah pihak yang bersengketa. Adapun metode atau pola pendekatan yang 

dilakukan oleh kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam menangani 

kasus dengan menggunakan metode kaukus. Medode kaukus adalah 

mediator mendatangkan salah satu pihak untuk dimintai keterangan tanpa 

dihadiri pihak lawan. Walaupun pendekatan kaukus memiliki kelebihan 

dan kekurangan namun metode ini menjadi salah satu metode yang 

dilakukan atau digunakan dalam menangani kasus mediasi di Kantor 

UPTD PPA Kabupaten Banyumas. 

2. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan secara langsung bersama 

dengan mediator serta kepala kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas, 

terdapat fakta-fakta di lapangan terkait kasus kekerasan dalam rumah 

tangga. Adapun faktor yang melatar belakangi dari dari kasus kekerasan 

dalam rumah tangga salah satunya mengenai nafkah anak paska 

perceraian, perebutan hak asuh anak, serta faktor ekonomi, karena faktor 
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ekonomi menjadi pemicu mengenai nafkah anak setelah perceraian, karena 

tidak dapat memberikan apa yang seharusnya diberikan dari hasil putusan 

persidangan. 

B. SARAN 

Adapun beberapa saran setelah menganalisis, maka ada beberapa hal 

yang penulis sarankan antara lain: 

1. Penulis berharap agar menambah jumlah konselor atau mediator guna 

untuk menangani kasus yang ditangani oleh kantor UPTD PPA Kabupaten 

Banyumas agar penanganan perkara lebih cepat dan maksimal, biar tidak 

ada penumpukan kasus. 

2. Dengan dibantunya pendanaan oleh pemerintah pusat lewat dana alokasi 

khusus (DAK), diharapkan lembaga UPTD PPA Kabupaten Banyumas 

bisa menjadi wadah pendampingan bagi para korban, mencarikan solusi 

untuk mencari jalan damai bagi masyarakat yang sedang berperkara agar 

menemukan jalan keluar sesuai dengan apa yang diinginkan. 

3. Walaupun UPTD PPA tergolong baru karena ada perubahan nama dari 

PPA PKBGA, namun harus lebih semangat dengan semangat baru dalam 

menangani kasus mediasi maupun kasus lainnya dan diharapkan bisa 

memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara di kantor 

UPTD PPA Kabupaten Banyumas. 
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Daftar Pertanyaan 

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga ? 

Jawab: Nafkah anak paska perceraian, faktor ekonomi, hak asus anak. 

 

2. Ada berapa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di UPTD PPA 

dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini ?  

Jawab: Jumlah kasus pada kurun waktu selama 2 tahun sebanyak 212 kasus. 

 

3. Kasus apa saja yang paling banyak di tangani di UPTD PPA ? 

Jawab: KDRT, Kekerasan Terhadap Perempuan, trefiking, buruh migran, 

ABH, KTA, Perebutan Hak Asush Anak. 

 

4. Bagaimana proses mediasi di UPTD PPA Kab. Banyumas ?  

Jawab: setelah mendapatkan laporan pengaduan, identivikasi ulang  undanga 

mediasi kepada para pihak ditentukan hari tanggal, bersifat tertutup, hasil 

mediasi dituangkan dalam berita acara mediasi yang ditandatangani oleh para 

pihak, ketua UPTD PPA, mediator. 

 

5. Apakah dipungut biyaya jika masyarakat melakukan aduan atau konsultasi di 

UPTD PPA ? 

Jawab: Tidak dipungut biyaya alias GRATIS dalam penanganan kasus di 

kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas. 

  

6. Bagaimana pola pendekatan yang dilakuan oleh UPTD PPA dalam menangani 

kasus kekerasan dalam rumah tangga  ?  

Jawab: Sesuai prosedur mediasi, pendekatan dengan metode kaukus, kemudian 

diberikan solusi atau penyelesaainnya. 

     



 
 

 
 

7. Menurut bapak atau ibu apakah Undang-undang yang berkaitan dengan 

kekerasan dalam rumah tangga sudah melindungi korban dan membuat efek 

jera bagi pelaku ?  

Jawab: Sudah melindungi, tetapi belum memberika efek jere karena masih 

bnyak kasus serupa. 

 

8. Mengapa kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui mediasi (non-

litigasi) bukan melalui litigasi ? 

Jawab:  Jadi biasanya atas permintaan pelapor untuk mediasi, mau jalur hukum 

atau jalur mediasi,  kalo tidak berasil maka dilakukan proses hokum. 

 

9. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh UPTD PPA ? 

Jawab: Pengaduan, penjangkoan korban, pendampingan korban, mediasi, 

pendampingan hukum. 

 

10. Unsur siapa aja yang terlibat dalam UPTD PPA ?  

Jawab: Polres, Bapas, Dinsos, Pengadilan, Konselor. 

 

11. Apakah masyarakat bawah sudah paham dengan adanya UPTD PPA atau 

hanya masyarakat perkotaan ? 

Jawab: Masyarakat sudah mengetahui adanya UPTD PPA Kabupaten 

Banyumas. 
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